
BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN EVALU ASI AKUNTABILITAS KINERJ A INSTANSI

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUH AN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terukur

dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang

merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan

kewajiban bagi Pemerintah;

b. bahwa Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 56 Tahun 2018

tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Pohuwato, tidak sesuai lagi dengan kondisi kebutuhan dan

tuntutan masyarakat, perlu diganti agar dapat

mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi

pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga

diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten

Pohuwato;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 202 1 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Untuk

melaksanakan evaluasi AKIP, setiap pimpinan Instansi

Pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP di

Instansinya masing-masing dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri;
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BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 12 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

Menimbang : 

PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terukur 

dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang 

merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan 

kewajiban bagi Pemerintah, 

. bahwa Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 56 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Pohuwato, tidak sesuai lagi dengan kondisi kebutuhan dan 

tuntutan masyarakat, perlu diganti agar dapat 

mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi 

pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga 

diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi 

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten 

Pohuwato, 

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Untuk 

melaksanakan evaluasi AKIP, setiap pimpinan Instansi 

Pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP di 

Instansinya masing-masing dengan berpedoman pada 

Peraturan Menteri, 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Gorontalo (l£mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan L£mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di

Propinsi Gorontalo (l£mbaran Negara Repl .blik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan l£mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4269} ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (L£mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan PemeHntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Mengingat

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

46 14);

6. Peraturan Presiden Nomor 2g Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L£mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80} ;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/ 5/2007 Tahun

2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945. 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di 

Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Repti.blik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4269), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614), 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80), 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/ 5/2007 Tahun 

2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, 
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 202 1 tentang Evaluasi

Akuntabihtas Kinerja Instansi Pemedntah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 1569).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJ A INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya

disebut Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberim1

nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian

solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabihtas dan

peningkatan kinerja Instansi Pemerintah .

Sistem Akuntabihtas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya

disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,

dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP

adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP

adalah Pejabat Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah

Kabupaten Pohuwato.

Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pohuwato.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

LP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian 

nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian 

solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan 

peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, 

dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP 

adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah 

melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 

adalah Pejabat Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah 

Kabupaten Pohuwato. 

Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Bupati adalah Bupati Pohuwato. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah.- PARA 
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9.

10.

11.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bag,ian

Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Pohuwato.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang

selanjutnya disingkat BAPPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 2

Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui

pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang

tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:

a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;

b. menilai tingkat implementasi SAKIP;

c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan

e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

sebelumnya.

(1)

(2)

periode

Pasal 3

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB II

PELAKSANAAN EVALU ASI AKIP

Pasal 4

Bupati melaksanakan Evaluasi AKiP Perangkat Daerah setiap tahun.

Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bupati dapat dibantu oleh APIP sebagai Tim Evaluator.

Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas

berdasarkan surat tugas Sekretaris Daerah.

Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:

a. menyusun rencana Evaluasi AKIP Perangkat Daerah;

b. melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah;

c. menyusun Laporan Hasil E;valuasi AKIP Perangkat Daerah; dan

d. menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP kepada Perangkat Daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)
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(2) 

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian 

Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Pohuwato. 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat BAPPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Pasal 2 

Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang 

tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. 

Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk: 

a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, 

b. menilai tingkat implementasi SAKIP, 

c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja, 

d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan 

e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode 

sebelumnya. 

Pasal 3 

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) 

BAB II 

PELAKSANAAN EVALUASI AKIP 

Pasal 4 

Bupati melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah setiap tahun. 

Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bupati dapat dibantu oleh APIP sebagai Tim Evaluator. 

Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas 

berdasarkan surat tugas Sekretaris Daerah. 

Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas: 

a. menyusun rencana Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, 

b. melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, 

c. menyusun Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, dan 

d. menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP kepada Perangkat Daerah. 
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(5)

(6)

Pelaksanaan Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu

pada Pedoman sebagaimana tercantum dalam Inmpiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Format Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Inmpiran IV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Bupati melakukan pembinaan, koordinasi, pemantaIran, dan super\asi
hasil Evaluasi AKIP.

Pembinaan penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.

Koordinasi penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh BAPPPEDA.

Pemantauan dan supervisi penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah .

Bentuk pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil Evaluasi

AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

a

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pohuwato

Nc)mor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Pohuwato (Berita Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 56), dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku .
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Pelaksanaan Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 

pada Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Format Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

“ Bupati melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi 

hasil Evaluasi AKIP. 

Pembinaan penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. 

Koordinasi penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh BAPPPEDA. 

Pemantauan dan supervisi penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. 

Bentuk pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil Evaluasi 

AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pohuwato 

Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Pohuwato (Berita Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 56), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 23 April 2024

BUPATI POHUWATO,

AIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 23 April 2024

SEKRETARIS DAERAH@DPATEN POHUW/ATa

BE.RITA DAB.RAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 12
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Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pohuwato. 

Ditetapkan di Marisa 

pada tanggal 23 April 2024 

BUPATI POHUWATO, 

AIPUL A. MBUINGA 

PATEN POHUWATO, 

Diundangkan di Marisa 

pada tanggal 23 April 2024 

SEKRETARIS DAERAH 

ISKANDAR DATAU 

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 12 

PARAF KOORDINASI 

SEKDA 24 
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJ A INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN POHUWATO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi AKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang

dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan

yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan,

serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran

dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi

atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong

setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan

implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah
direncanakan

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya,

untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi AKiP yang dapat dijadikan

panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk

memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi

tentang rnetode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan
PARAF
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 12 TAHUN 2024 

TENTANG PEDOMAN EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH DAERAH 

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN POHUWATO 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Evaluasi AKIP 

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang 

dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan 

yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur 

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi 

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. 

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, 

serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran 

dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi 

atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong 

setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan 

implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah 

direncanakan. 

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, 

untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan 

panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk 

memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi 

tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan 
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basil evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi AKIP atas implementasi

SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis

pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang

ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi.

B. Kerangka Ix)gis Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian

dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain

evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan

pelaporan dan pengomunikasian basil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIP

secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

PERi-\Irs_u TI'Jt-_n E\'.XLI-ASI

PEXENTt.tX Rt_ING LIN GKtP E\’ALtAS I

PEFL\NCL\G.n DESAIX E\'AL tASI

INSI'RUMEN DAN ALAT

)IEICL\IS)EE PELAKS_L\LB EVAL tASI

+F
PELAPORtX DAX PENGo]rtxIKISI_t\ ntsil E\'ALt'ASI

C. Tujuan Evaluasi AKIP

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh

mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong

peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil,

sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik

pemerintah pusat maul)un pemerintah daerah untuk berkomitmen dan

secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah

direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun

sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan

dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil

evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang

untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala

yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya
adalah minimal untuk:

1. IV[emperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; PARAF
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hasil evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi AKIP atas implementasi 

SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis 

pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang 

ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi. 

Kerangka Logis Evaluasi AKIP 

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian 

dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain 

evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan 

pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIP 

secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 

PERUMUSAN TUJUAN EVALUASI 

PENENTUAN RUANG LINGKUP EVALUASI 

-— 
PERANCANGAN DESAIN EVALUASI 

METODOLOGI DAN TEKNIK | 

MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI 

PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI 

Tujuan Evaluasi AKIP 

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh 

mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong 

peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, 

sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan 

secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah 

direncanakan melalui implementasi SAKIP. 

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun 

sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan 

dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil 

evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang 

untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala 

yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya 

adalah minimal untuk: 

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, 

2. Menilai tingkat implementasi SAKIP, PARAF 
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3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

dan

5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP

E;valuasi AKIP dilaksanakan oleh tim evaluator Internal yang dibentuk

oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah dlingkungan

Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi

terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik

perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka

menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan

anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan

data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas

pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP

mencakup antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai

untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah

menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas

pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam

penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan

nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas

dan efisiensi kinerja; dan

5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja

lainnya.

Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan

kebutuhan penilaian nasiona1 terhadap implementasi SAKIP. Pertimbangan

utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan

dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia.

Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan

sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan.
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Menilai tingkat akuntabilitas kinerja: 

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP: 

dan 

5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. 

D. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP 

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh tim evaluator Internal yang dibentuk 

oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah dlingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi 

terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik 

perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka 

menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan 

anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan 

data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas 

pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP 

mencakup antara lain: 

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai 

untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, 

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah 

menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, 

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas 

pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya 

perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam 

penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, 

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan 

nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas 

dan efisiensi kinerja, dan 

5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja 

lainnya. 

Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan 

kebutuhan penilaian nasional terhadap implementasi SAKIP. Pertimbangan 

utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan 

dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. 

Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan 

sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan. 
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BAB II

PERANCANGAN DES AIN EVALUASI AKIP

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam

dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang

digunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian

utama dalam evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih

baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya.

Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi AKIP ,

juga termasuk berbagai haI yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan

atau pun keunggulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat dari kepentingan

pihak- pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain:

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan Lprogress\ ',

2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektiD; dan

3. Informasi untuk meningkatkan ensiensi.

Kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam

melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya wal<tu , terbatasnya

anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan

kurangnya fasihtas pendukung pelaksanaan evaluasi. Sesuai dengan

perkembanganjamanp salah satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut adalah

dengan membangun sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis web. Namun

demik]an9 persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi merupakan

salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kualltas

evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi Yang optimal agar

pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal.

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikarl jenis informasi yang

perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnYa: deskripsi7 pertimbangan

profesional Liudgement\ , dan interpretasi. Jenis pembandingan yang akan

dilakukan harus disesuaikan dengan jenis penilaian (penilaian kelaYakan/

progress, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing-masing

memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain

evaluasi yang berbeda.

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan

secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain:

1. Jenis informasi;

2. Sumber informasi;

3. Metode pengumpulan informasi;

4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
PARAF
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PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP 

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam 

dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang 

digunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian 

utama dalam evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih 

baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya. 

Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi AKIP, 

juga termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan 

atau pun keunggulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat dari kepentingan 

pihak- pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain: 

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progress): 

2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif), dan 

3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi. 

Kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam 

melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya waktu, terbatasnya 

anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan 

kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi. Sesuai dengan 

perkembangan jaman, salah satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut adalah 

dengan membangun sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis web. Namun 

demikian, persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi merupakan 

salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas 

evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang optimal agar 

pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal. 

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang 

perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan 

profesional (judgement), dan interpretasi. Jenis pembandingan yang akan 

dilakukan harus disesuaikan dengan jenis penilaian (penilaian kelayakan/ 

progress, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing-masing 

memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain 

evaluasi yang berbeda. 

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan 

secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain: 

Jenis informasi, 

2. Sumber informasi, 

3. Metode pengumpulan informasi, 

4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi, 
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5. Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab

akibat} ; dan

6. Analisis perencanaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu

dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut:

A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan

kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi,

pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.

1. Kebutuhan SDM Tim Evaluator

Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM

Inspektorat Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai tim evaluator

sesuai dengan standar dan kode etik evaluator. Dengan semakin banyak

SDM yang memenuhi stmldar dan mematuhi kode etik, akan terbentuk

tim yang berkualitas yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan

mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas. Susunan tim
evaluator minimal terdiri atas:

a. Penanggung Jawab;

b . Pengawas (Supervisor} ;

c. Ketua Tim; dan

d. Anggota Tim.
2. Perencanaan Evaluasi AKIP

Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam

keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kelja

(yrameulork.\ bagl seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam

melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa hal

penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi AKIP,

yaitu :

a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi:

b . Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;

c. Identifikasi inforrnasi yang akan dihasilkan; dan

d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait.

Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi

dapat dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, Yaitu:

a. Evaluasi Sederhana (desk euatuation\

EvaJuasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen

ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP, tanpa

AKIP

rnenguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau
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5. Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab 

akibat), dan 

6. Analisis perencanaan. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu 

dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut: 

A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP 

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan 

kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi, 

pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi. 

1. Kebutuhan SDM Tim Evaluator 

Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM 

Inspektorat Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai tim evaluator 

sesuai dengan standar dan kode etik evaluator. Dengan semakin banyak 

SDM yang memenuhi standar dan mematuhi kode etik, akan terbentuk 

tim yang berkualitas yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan 

mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas. Susunan tim 

evaluator minimal terdiri atas: 

a. Penanggung Jawab, 

b. Pengawas (Supervisor), 

c. Ketua Tim, dan 

d. Anggota Tim. 

2. Perencanaan Evaluasi AKIP 

Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam 

keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja 

(framework) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam 

melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa hal 

penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi AKIP, 

yaitu: 

a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi: 

b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting, 

c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan, dan 

d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait. 

Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi AKIP 

dapat dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu: 

a. Evaluasi Sederhana (desk evaluation) 

Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen 

ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP, tanpa 

menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau 
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wawancara langsung kepada evaluatan.

Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian

informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen

Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan

telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan

strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan

masalah yang direncanakan/ diusulkan, serta

keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.
b. E;valuasi Terbatas

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi

sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi,

pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas

kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut

atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi

untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada

penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan

program tertentu

c. Evaluasi Mendalam (in depth evaluation atau disebut '’Evaluasi'’ saja)

Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana

dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan

pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi

SAKIP maupun kombinasi dengan hasi1 wawancara mendalam.

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara

mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit,

ataupun kebijakan , program, dan kegiatan pada instansi

pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian

dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petik (sampling\

atau pemilihan beberapa elemen, unit, atau pun kebijakan, program,

dan kegiatan.

Untuk menjamin akuntabilitas perencanaan evaluasi, maka

perlu disusun instrumen berupa Program Kerja Evaluasi dan

Langkah Kerja Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll.
B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah

kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan

mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan)

karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yan: PARA F
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wawancara langsung kepada evaluatan. 

Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian 

informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen 

Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan 

telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan 

strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan 

masalah yang direncanakan / diusulkan, serta 

keberhasilan /kegagalan pencapaian kinerja. 

Evaluasi Terbatas 

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi 

sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, 

pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas 

kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut 

atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi 

untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada 

penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan 

program tertentu. 

Evaluasi Mendalam (in depth evaluation atau disebut "Evaluasi" saja) 

Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana 

dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan 

pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi 

SAKIP maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam. 

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara 

mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, 

ataupun kebijakan, program, dan kegiatan pada instansi 

pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian 

dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petik (sampling) 

atau pemilihan beberapa elemen, unit, atau pun kebijakan, program, 

dan kegiatan. 

Untuk menjamin akuntabilitas perencanaan evaluasi, maka 

perlu disusun instrumen berupa Program Kerja Evaluasi dan 

Langkah Kerja Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. 

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP 

1. 

karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang PARAF 1 

Metodologi Evaluasi AKIP 

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah 

kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan 

mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) 
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wawancara langsung kepada evaluatan.

Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dm1 penyajian

informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen

Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengmr melakukan

telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan

strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan

masalah yang direncanakan/ diusulkan, serta

keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.
b. Evaluasi Terbatas

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi

sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi,

pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas

kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut

atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi

untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada

penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan

program tertentu

c. Evaluasi Mendalam (in depth eualuation atau disebut "Evaluasi" saja)

Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana

dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan

pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi

SAKIP maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam.

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara

mendalarn tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit,

ataupun kebijakan, program, dan kegiatan pada instansi

pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian

dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petik (sampling\

atau pemilihan beberapa elemen, unit, atau pun kebijakan, program,

dan kegiatan.

Untuk menjamin akuntabilitas perencanaan evaluasi, maka

perlu disusun instrumen berupa Program Kerja Evaluasi dan

Langkah Kerja Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll.

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah

kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan

mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan)

kmena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan
PARAF

wawancara langsung kepada evaluatan. 

Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian 

informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen 

Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan 

telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan 

strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan 

masalah yang direncanakan / diusulkan, serta 

keberhasilan /kegagalan pencapaian kinerja. 

b. Evaluasi Terbatas 

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi 

sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, 

pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas 

kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut 

atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi 

untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada 

penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan 

program tertentu. 

c. Evaluasi Mendalam (in depth evaluation atau disebut "Evaluasi" saja) 

Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana 

dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan 

pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi 

SAKIP maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam. 

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara 

mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, 

ataupun kebijakan, program, dan kegiatan pada instansi 

pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian 

dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petik (sampling) 

atau pemilihan beberapa elemen, unit, atau pun kebijakan, program, 

dan kegiatan. 

Untuk menjamin akuntabilitas perencanaan evaluasi, maka 

perlu disusun instrumen berupa Program Kerja Evaluasi dan 

Langkah Kerja Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. 

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP 

1. Metodologi Evaluasi AKIP 

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah 

kombinasi dari metodologi kualitatf dan kuantitatif dengan 

mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) 

karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan 
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dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam haI ini, evaluator perlu

menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan

dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada

pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih

cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP

sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang

meningkatkan akuntabilitas kinerja.
2. Teknik Evaluasi AKIP

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umIIm

untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei

sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset

terapan (applied research\ . survei target evaluasi (target group\ .

penggunaan metode statistik penggunaan metode statistik

non•parametrik, pembandingan (benchmarking) , analisis lintas bagian

(cross section analysis) , analisis kronologis (time series analysis) ,

tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ ikon/ simbol•simbol,

dan sebagainya.

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam

evaluasi AKIP akan bergantung pada:

a. Kedalaman evaluatan (instansi pemerintah) dalam memahami dan

mengjmplementasikan SAKIP;

b. Tingkatan taman (context) yang dievaluasi dan bi(lang (content)

permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan

berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan propam. Be$tu

juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan

c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat diWnakan dalam

pelaksanam1 evaluasi AKIP, antara lain:

a. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan

menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang

akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri.

Chek.list kebutuhan data dan inforrnasi berisi daftar dokumen, data,

dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi

AKIP, sehingga pihak penyedia data dan informasi dapat memenuhi
kebutuhan tersebut. PARAF
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dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu 

menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan 

dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada 

pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih 

cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP 

sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang 

meningkatkan akuntabilitas kinerja. 

Teknik Evaluasi AKIP 

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum 

untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei 

sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset 

terapan (applied research). survei target evaluasi (target group). 

penggunaan metode statistik penggunaan metode statistik 

nonsparametrik, pembandingan (benchmarking), analisis lintas bagian 

(cross section analysis), analisis kronologis (time series analysis), 

tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ ikon/ simbol simbol, 

dan sebagainya. 

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam 

evaluasi AKIP akan bergantung pada: 

a. Kedalaman evaluatan (instansi pemerintah) dalam memahami dan 

mengimplementasikan SAKIP, 

b. Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) 

permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan 

berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu 

juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan 

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, dan 

c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh. 

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain: 

a. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan 

menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang 

akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri. 

Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, 

dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi 

AKIP, sehingga pihak penyedia data dan informasi dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut. PARAF 
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b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

!Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang

dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada

penyedia data dan informasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan

wawancara secara langsung, mauI)un melalui media telekomunikasi

yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal

ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai

hal-hal atau materi yang akan ditanyakan.
Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan

melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Obsewasi di sini

dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan

menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka

mengamati proses dan jalannya aktivitas.
Studi Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak

secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari Perangkat

Daerah yang dievaluasi1 melainkan melalui sumber literasi lain seperti

peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun

elektronik/ digital.

C.

d
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b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana 

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang 

dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada 

penyedia data dan informasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan 

wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi 

yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal 

ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai 

hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. 

c. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan 

melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini 

dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan 

menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka 

mengamati proses dan jalannya aktivitas. 

d. Studi Dokumentasi 

Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak 

secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari Perangkat 

Daerah yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti 

peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun 

elektronik / digital. 

PARAF 

OPD BAG. HKM 

ik 



BAB III

MEKANISME EVALUASI AKIP

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan,

antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi

yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan

Laporan Hasil Evaluasi (1,HE), reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian

evaluasi AKIP, seperti gambar berikut:

Pendokumentasian
Data

Analisis Data

Data Pembahasan dan Penvusunan
LH EI ca

Reviu Rancangan LHE

BerkelanjutanPema

Pengendalian Evaluasi

1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah penWmpulan dan

analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja

E,valuasi (LKE). Hal in i sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk

memberikm1 keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah daakukan

oleh instansi pemerintah/unit kerja telah memadai, kemudian dapat
diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan AKIP

Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tim

evaluator, termasuk pengawas (supervisor) dan penangWng Jawab atas

informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE harus

disusun oleh ketua tim evaluator dan setidaknya memuat:

a. Nilai/Predikat Hasi1 Evaluasi;

b. Kondisi; dan

c. Rekomendasi.

Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan

pertemuan pembahasan di internal tim evaluator, dalam penerapannya perlu

dilakukan pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim Yang lam .

Reviu Rancangan LHE AKIP

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan

hal_hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah/unit

2.

3
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MEKANISME EVALUASI AKIP 

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan, 

antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi 

yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan 

Laporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian 

evaluasi AKIP, seperti gambar berikut: 

AAA 
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|! Pendokumentasian | | 
II Data If 

| pemanenan ep! 

If Analisis Data 

| | ntsmpestasi Data | ap Pembahasan dan Penyusunan 
Pe ID Rancangan LHE 

Y Li 
Pemantauan Berkelanjutan 
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Reviu Rancangan LHE 22 | Pengendalian Evaluasi 

1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data 

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan 

analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja 

Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk 

memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan 

oleh instansi pemerintah/unit kerja telah memadai, kemudian dapat 

diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan AKIP. 

2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 

Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tim 

evaluator, termasuk pengawas (supervisor) dan penanggung jawab atas 

informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE harus 

disusun oleh ketua tim evaluator dan setidaknya memuat: 

a. Nilai/Predikat Hasil Evaluasi, 

b. Kondisi, dan 

c. Rekomendasi. 

Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan 

pertemuan pembahasan di internal tim evaluator, dalam penerapannya perlu 

dilakukan pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim yang lain. 

3. Reviu Rancangan LHE AKIP 

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan 

hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah/unit 
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kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi

(tentative fInding\ dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara

jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi pemerintah/ unit kerja

yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan

perbaikan secukupnya. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah

umum penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang

jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan

yang ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan dan

kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan

data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE.

Setelah rancmlgm1 LHE disusun oleh ketua tim evaluator, dilakukan

reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis/supewisor untuk

memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum

akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi.

a. Finalisasi LHE AKIP

Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan

evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh

penanggung jawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanYa

reviu berjenjang.

b. Penyampaian dan Pengomunikasian I,HE AKIP

Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan

mengomunikasikan haI-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil

evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan

pengomunikasian LHE secara langsung juga dapat mernotret respon,

tindakan, dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada instansi

pemerintah/unit kerja sebagai pengguna hasil evaluasi dalam

memperbaiki/ meningkatkan implementasi SAKIP dan mendorong

peningkatan pent.-'apaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi

hasil mewujudkan capaian kinerja (hasil) Yang telah direncanakan.

4. Pengendalian E;valuasi AKIP

Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar

evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasl-

Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada

kesimpulan yang bermanfaat9 sesuai dengm1 target, tepat waktu, serta tepat

biaya.

Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain:
a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;

b. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan
PARAF

kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi 

(tentative finding) dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara 

jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi pemerintah/ unit kerja 

yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan 

perbaikan secukupnya. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah 

umum penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang 

jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan 

yang ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan dan 

kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan 

data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE. 

Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluator, dilakukan 

reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis/supervisor untuk 

memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum 

akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi. 

a. Finalisasi LHE AKIP 

Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan 

evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh 

penanggung jawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya 

reviu berjenjang. 

b. Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP 

Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan 

mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil 

evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan 

pengomunikasian LHE secara langsung juga dapat memotret respon, 

tindakan, dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada instansi 

pemerintah/unit kerja sebagai pengguna hasil evaluasi dalam 

memperbaiki/ meningkatkan implementasi SAKIP dan mendorong 

peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi 

hasil mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. 

Pengendalian Evaluasi AKIP 

Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar 

evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi. 

Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada 

kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat 

biaya. 

Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain: 

a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator, 

b. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator, dan 
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c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau

berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahh} .

Pembahasan antar evaluator yaitu tim evaluator (anggota tim, ketua

tim, supervisor, dan/atau penanggung jawab evaluasi) perlu dilakukan

untuk menjaga mutu hasil evaluasi, antara lain dengan cara sebagai berikut:

a. Reviu tingkat I dilakukan di masing-masing internal tim evaluator.

b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tim evaluasi,

untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil
evaluasi.

Hal-haI yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan

surat tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-

kebijakan yang berlaku.
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c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau 

berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli). 

Pembahasan antar evaluator yaitu tim evaluator (anggota tim, ketua 

tim, supervisor, dan/atau penanggung jawab evaluasi) perlu dilakukan 

untuk menjaga mutu hasil evaluasi, antara lain dengan cara sebagai berikut: 

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing internal tim evaluator. 

b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tim evaluasi, 

untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil 

evaluasi. 

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan 

surat tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan- 

kebijakan yang berlaku. 
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BAB IV

PELAKSANAAN EVALU ASI AKIP

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP,

pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang

pertama adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan

Pra Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan

sebagai berikut:

•nl Evaluasi AKI P

E;valuasi AKIP

Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi

Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran

awal secara umum tentang intansi pemerintah/unit kerja yang akan

dievaluasi. Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain:

a. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja

utama atau peran dasar instansi pemerintah/unit kerja yang

akan dievaluasi;

b. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi

perhatian dalam evaluasi; dan

c. Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi

secara berkualitas dan sesuai tujuan.

Jenis Data dan Informasi yang dikumpulkan pada Pra E:valuasi

Sesuai Tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa

data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait instansi

pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi, antara lain

a. Peraturan perundangan yang mendasari;

b. Man(lat;

c. Tugas, fungsi, dan kewenangan;

d. Struktur organisasi;

e. Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain;

f. Permasalahan dan isu strategis;

g. Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja) ;

h. Aktivitas utama;

i. Sumber pembiayaan;

Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kineIja;

1.

2

J.
PARAF

BAB IV 

PELAKSANAAN EVALUASI AKIP 

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, 

pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang 

pertama adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan 

Pra Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan 

sebagai berikut: 
PAS LI EN NA LA LM TA TALI, man 

| Pra Evaluasi AKIP | Bg Evaluasi AKIP 

A. Pra Evaluasi AKIP 

Ii 

2, 

Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi 

Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran 

awal secara umum tentang intansi pemerintah/unit kerja yang akan 

dievaluasi. Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain: 

a. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja 

utama atau peran dasar instansi pemerintah/unit kerja yang 

akan dievaluasi, 

b. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi 

perhatian dalam evaluasi, dan 

c. Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi 

secara berkualitas dan sesuai tujuan. 

Jenis Data dan Informasi yang dikumpulkan pada Pra Evaluasi 

Sesuai Tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa 

data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait instansi 

pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi, antara lain : 

a. Peraturan perundangan yang mendasari, 

b. Mandat, 

c. Tugas, fungsi, dan kewenangan, 

d. Struktur organisasi, 

e. Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain, 

f. Permasalahan dan isu strategis, 

g. Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja), 

h. Aktivitas utama, 

i. Sumber pembiayaan, 

j. Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja, 
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k. Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan

1. Hasil Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya.

Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak

terjebak pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada

dasarnya pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami instansi

pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi secara umum yang

hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam merencanakan

evaluasi.

3 . Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi

Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survey melalui

cheklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya

jawab sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data

dm1 infOI'IrIasi, atau studi dokumetasi melalui sumber literasi lain

seperti peraturan perundang-undangan dan media informasi baik

cetak maupun elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi

pra evaluasi AKIP juga dapat dilakukan dengan melakukan

kombinasi diantara beberapa cara tersebut.

B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP

1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah

ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun

sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi

merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam

implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. lsu penting yang perlu

diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:

a. Kualitas perencanaan kinerja selaras yang akan dicapai untuk

mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah

menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strate# dalam mencapai

kinerja;

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian

kinerja> baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar

dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja

berikutnya; PARAF
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k. Sistem informasi kinerja yang digunakan, dan 

1. Hasil Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya. 

Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak 

terjebak pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada 

dasarnya pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami instansi 

pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi secara umum yang 

hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam merencanakan 

evaluasi. 

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi 

Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survey melalui 

cheklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya 

jawab sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data 

dan informasi, atau studi dokumetasi melalui sumber literasi lain 

seperti peraturan perundang-undangan dan media informasi baik 

cetak maupun elektronik/ digital. Pengumpulan data dan informasi 

pra evaluasi AKIP juga dapat dilakukan dengan melakukan 

kombinasi diantara beberapa cara tersebut. 

B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP 

1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian 

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun 

sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi 

merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam 

implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu 

diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain: 

a. Kualitas perencanaan kinerja selaras yang akan dicapai untuk 

mewujudkan hasil yang berkesinambungan, 

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah 

menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai 

kinerja, 

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian 

kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya 

perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar 

dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja 

berikutnya, 
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d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan

nyata (dampak} dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

e. Penilaian capaian kinerja atas output mauI)un outcome serta

kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian

beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan

komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi

akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi

pemerintah/unit kerja mengimplementasikarl SAKIP. Komponen-

komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi

(1,KB), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-

variabel tersebut, yaitu :

a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Sub-komponen

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada

setiap komponen.

c. Kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-

komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau

belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi

dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Kinerja

’engukuran Kinerja

'elapora

Kineda Internal

Naai Akuntatyjlitas Kinerla

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan 

nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk 

efektifitas dan efisiensi kinerja, dan 

e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta 

kinerja lainnya. 

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian 

beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan 

komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan 

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi 

akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi 

pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen- 

komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi 

(LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel- 

variabel tersebut, yaitu: 

a. Komponen 

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 

b. Sub-komponen 

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada 

setiap komponen. 

c. Kriteria 

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub- 

komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau 

belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. 

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi 

dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut: 

Komponen 
AAN BER PAN RN 
Sub-Komponen2 “. Sub-Komponen 3 

ualitas emanfaa 
Hansen PEN PANNAN, 

Pengukuran Kinerja $ 

Pelaporan Kinerja | 

Evaluasi Akuntabilitas | 
( Kinerja Internal B) 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Pan EN 
| 

| 
| 
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| 
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dianalisis? dan diWnakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan

Hasil Evaluasi (LHEi. Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai
berikut:

one

.Pergj!!BEEBiI

Kinerja

omDO

![EPEMen P];BeElgEMin

kinerja telah tersedia

Kriteria

EH@!@at pedombTil

perencanaan kinerja.

2. Terdapat dokumen

perencanaan kinerja jangka

parljarlg.

3. Terdapat dokumen

perencanaan kinerja jangka

menengah.

4. Terdapat dokumen

perencanaan kinerja jangka

pendek.

5. Terdapat dokumen

perencanaan aktivitas

mendukung kinerja.

6 . Terdapat dokumen

pererlcarlaan arlggarar1 yang

mendukung kinerja.

7 . Setiap Perangkat Daerah

merumuskan dan menetapkan

Perencanaan Kinerja.

1. Dokumen Perencanaan Kinerja

telah difor'rr-ralkan.

2. Dokumen Perencanaan Kinerja

telah dipublikasikan tepat

waktu

3. Dokumen Perencanaan Kinerja

telah menggambarkan

Kebutuhan atas Kinerja yang

perlu dicapai.

4 . Kualitas Rumusan Hasil

(Tujuan/Sasaran) telah jelas

menggambarkan kondisi

kinerja yang akan dicapai.

M

yang

o

kinerja telah memenuhi

standar yang bak, yaitu

untuk mencapai hasil

dengan ukuran kinerja

yang SMART,

menggunakan

penyelarasan (cascading)

disetiap level secara logis,

serta memperhatikan

kinerja bidang lain

(Crosscutttng)
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dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan 

Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai 

berikut: 

Komponen 

1.Perencanaan 

Kinerja 

1. Dokumen 

Sub Komponen 

Perencanaan 

kinerja telah tersedia 

. Terdapat 

. Terdapat dokumen 

. Terdapat dokumen 

. Terdapat dokumen 

. Terdapat dokumen 

. Terdapat dokumen 

. Setiap Perangkat Daerah 

Kriteria 

pedoman teknis 

perencanaan kinerja. 

perencanaan kinerja jangka 

panjang. 

perencanaan kinerja jangka 

menengah. 

perencanaan kinerja jangka 

pendek. 

perencanaan aktivitas yang 

mendukung kinerja. 

perencanaan anggaran yang 

mendukung kinerja. 

merumuskan dan menetapkan 

Perencanaan Kinerja. 

.Dokumen Perencanaan 

kinerja telah memenuhi 

standar yang baik, yaitu 

untuk mencapai hasil 

dengan ukuran kinerja 

yang SMART, 

menggunakan 

penyelarasan (cascading) 

disetiap level secara logis, 

serta memperhatikan 

kinerja bidang lain 

(Crosscutting) 

.Dokumen Perencanaan Kinerja 

. Dokumen Perencanaan Kinerja 

. Dokumen Perencanaan Kinerja 

. Kualitas 

telah diformalkan. 

telah dipublikasikan tepat 

waktu. 

telah menggambarkan 

Kebutuhan atas Kinerja yang 

perlu dicapai. 

Rumusan Hasil 

(Tujuan/Sasaran) telah jelas 

menggambarkan kondisi 

kinerja yang akan dicapai. 
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Komponen Sub Komponen Kriteria

5. Ukuran KeberiMM
(Indikator Kinerja) telah

memenuhi kriteria SMART.

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

telah menggambarkan kondisi

Kinerja Utama yang harus

dicapai, tertuang secara

berkelanjutan (sustainable -

tidak sering diganti dalam I

periode Perencanaan Strategis).

7. Target yang ditetapkan dalam

Perencanaan Kinerja dapat

dicapai (achievable) ,

menantang, dan realistis.

8. Setiap Dokumen Perencanaan

Kinerja menggambarkan

hubungan yang

berkesinambungan, serta

selaras antara Kondisi/ HasH

yang akan dicapai di setiap level

jabatan (Cascading) .

9 . Perencanaan kinerja dapat

memberikan informasi tentang

hubungan kinerja, strategi,

kebijakan, bahkan aktivitas

antar bidang/dengan tugas dan

fungsi lain yang berkaitan

(Crosscutting\ .

10. Setiap pegawai merumuskan

dan menetapkanPerencanaan

Kinerja.
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Komponen Sub Komponen Kriteria 

5. Ukuran Keberhasilan 

(Indikator Kinerja) telah 

memenuhi kriteria SMART. 

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

telah menggambarkan kondisi 

Kinerja Utama yang harus 

dicapai, tertuang secara 

berkelanjutan (sustainable - 

tidak sering diganti dalam 1 

periode Perencanaan Strategis). 

7. Target yang ditetapkan dalam 

Perencanaan Kinerja dapat 

dicapai (achievable), 

menantang, dan realistis. 

8. Setiap Dokumen Perencanaan 

Kinerja menggambarkan 

hubungan yang 

berkesinambungan, serta 

selaras antara Kondisi/ Hasil 

yang akan dicapai di setiap level 

jabatan (Cascading). 

9.Perencanaan kinerja dapat 

memberikan informasi tentang 

hubungan kinerja, strategi, 

kebijakan, bahkan aktivitas 

antar bidang/dengan tugas dan 

fungsi lain yang berkaitan 

(Crosscutting). 

10. Setiap pegawai merumuskan 

dan menetapkanPerencanaan 

Kinerja. 
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13. Perencanaan Kinerja
telah dimanfaatkan

untuk mewujudkan hasi1

yang berkesinambungan

1. Anggaran yang ditetapkan telah

mengacu pada Kinerja yang

ingin dicapai.

2 . Aktivitas yang dilaksanakan

telah mendukung Kinerja yang

ingin dicapai.

. Target yang ditetapkan dalam

Perencanaan Kinerja telah

dicapai dengan baik, atau

setidaknya masih on the right
track.

Rencana aksi kinerja dapat

berjalan dinamis karena capaian

kinerja selalu dipantau
secara berkala.

t5. Terdapat perbaikan/
penyempurnaan Dokumen

Perencanaan Kinerja yang

ditetapkan dad hasil analisis

kinerja sebelumnya.

. Terdapat perbaikan/
penyempurnaan Dokumen

Perencanaan Kinerja dalam

mewujudkan kondisi/ hasil yang

lebih baik.

. Setiap unit/satuan kerja

memahami dan peduli, serta

berkomitmen dalam mencapai

kinerja yang telah
direncanakan.

8. Setiap Pegawai memahami dan

peduli, serta berkomitmen dalam

mencapai kinerja yang telah
direncanakan

PARA F
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3. Perencanaan Kinerja 

telah dimanfaatkan 

untuk mewujudkan hasil 

yang berkesinambungan 

pe
ma

h 

. Anggaran yang ditetapkan telah 

mengacu pada Kinerja yang 

ingin dicapai. 

. Aktivitas yang dilaksanakan 

telah mendukung Kinerja yang 

ingin dicapai. 

.Target yang ditetapkan dalam 

Perencanaan Kinerja telah 

dicapai dengan baik, atau 

setidaknya masih on the right 

track. 

.Rencana aksi kinerja dapat 

berjalan dinamis karena capaian 

kinerja selalu dipantau 

secara berkala. 

.Terdapat perbaikan/ 

penyempurnaan Dokumen 

Perencanaan Kinerja yang 

ditetapkan dari hasil analisis 

kinerja sebelumnya. 

.Terdapat perbaikan/ 

penyempurnaan Dokumen 

Perencanaan Kinerja dalam 

mewujudkan kondisi/ hasil yang 

lebih baik. 

. Setiap unit/satuan kerja 

memahami dan peduli, serta 

berkomitmen dalam mencapai 

kinerja yang telah 

direncanakan. 

. Setiap Pegawai memahami dan 

peduli, serta berkomitmen dalam 

mencapai kinerja yang telah 

direncanakan. 
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. Pengukuran

Kinerja
jI. Pengukuran Kinerja telah

dilakukan
1. Terdapat pedoman teknis

pengukuran kinerja dan

pengumpulan data kinerja.

2. Terdapat Definisi Operasional

yang jelas atas kinerja dan cara

mengukur indikator kinerja.

3. Terdapat mekanisme yang jelas

terhadap pengumpulan data

kinerja yang dapat diandalkan.

1.Pimpinan selalu terlibat sebagai

pengambil keputusan (Decision

Maked dalam mengukur capaian

kinerja.

2. Data kinerja yang

dikumpulkan telah relevan

untuk mengukur capaian

kinerja yang diharapkan.

3. Data kinerja yang

dikumpulkan telah

mendukung capaian kinerja

yang diharapkan.

4.Pengukuran kinerja telah
dilakukan secara berkala.

5. Setiap level organisasi

melakukan pemantauan atas

pengukuran capaian kinerja unit

dibawahnya secara berjenjang.

6.Pengumpulan data kinerja telah

memanfaatkan Teknologi

Informasi (Aplikasi) .

7.Pengukuran capaian kinerja

telah memanfaatkan Teknologi

Informasi (Aplikasi) .

e

menjadi kebutuhan

dalam mewujudkan

Kinerja secara Efektif dan
Efisien dan telah

dilakukan secara

berjenjang dan

berkelanjutan

D2. Pengukuran 

Kinerja 

1. Pengukuran Kinerja telah 

dilakukan 

teknis 

dan 

1.Terdapat pedoman 

pengukuran kinerja 

pengumpulan data kinerja. 

2.Terdapat Definisi Operasional 

yang jelas atas kinerja dan cara 

mengukur indikator kinerja. 

3. Terdapat mekanisme yang jelas 

terhadap pengumpulan data 

kinerja yang dapat diandalkan. 

. Pengukuran Kinerja telah 

menjadi kebutuhan 

dalam mewujudkan 

Kinerja secara Efektif dan 

Efisien dan telah 

dilakukan secara 

berjenjang dan 

berkelanjutan 

1.Pimpinan selalu terlibat sebagai 

pengambil keputusan (Decision 

Maker) dalam mengukur capaian 

kinerja. 

2. Data kinerja 

dikumpulkan telah 

untuk 

yang 

relevan 

mengukur capaian 

kinerja yang diharapkan. 

3. Data kinerja 

dikumpulkan telah 

mendukung capaian 

yang 

kinerja 

yang diharapkan. 

4.Pengukuran kinerja telah 

dilakukan secara berkala. 

5. Setiap level organisasi 

melakukan pemantauan atas 

pengukuran capaian kinerja unit 

dibawahnya secara berjenjang. 

6.Pengumpulan data kinerja telah 

memanfaatkan Teknologi 

Informasi (Aplikasi). 

7.Pengukuran capaian kinerja 

telah memanfaatkan Teknologi 

Informasi (Aplikasi). 
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. Pengukuran Kinerja telah

dijadikan dasar dalam

pemberian Reward

dan Punishment,

serta penyesuaran

strategi dalam mencapai

kinerja yang efektif dan
efisien

PengHkuran Kinerja telah

menjadi dasar dalam

penyesuaian(pemberian/pengur

angan) tunjangan kinerja/

penghasilan.

I . Pengukuran Kinerja telah

menjadi dasar dalam

penempatan/penghapusan

Jabatan baik struktural maupun

fungsiona1.

. Pengukuran kinerja telah

mempengaruhi penyesuaian

{Refocusing\ Organisasi.

. Pengukuran kinerja telah

mempengaruhi Strategi dalam

mencapai kinerja.

. Pengukuran kinerja telah

mempengaruhi penyesuaian

Kebijakan dalam mencapai

kinerja.

. Pengukuran kinerja telah

mempengaruhi penyesuaian

Aktivitas dalam mencapai

kinerja.

. Pengukuran kinerja telah

mempengaruhi penyesuaian

Anggaran dalam mencapai

kinerja.

. Terdapat efisiensi atas

penggunaan anggaran dalam

mencapai kinerja.

. Setiap unit/satuan kerja

memahami dan peduli atas hasil

pengukuran kinerja.

IO. Setiap pegawai memahami dan

peduli atas hasil pengukuran

kinerja.
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. Pengukuran Kinerja telah 

dijadikan dasar dalam 

pemberian Reward 

dan Punishment, 

serta penyesuaian 

strategi dalam mencapai 

kinerja yang efektif dan 

efisien 

. Pengukuran Kinerja telah 

menjadi dasar dalam 

penyesuaian(pemberian/ pengur 

angan) tunjangan  kinerja/ 

penghasilan. 

. Pengukuran Kinerja telah 

menjadi dasar dalam 

penempatan /penghapusan 

Jabatan baik struktural maupun 

. Setiap 

fungsional. 

. Pengukuran kinerja telah 

mempengaruhi penyesuaian 

(Refocusing) Organisasi. 

. Pengukuran kinerja telah 

mempengaruhi Strategi dalam 

mencapai kinerja. 

. Pengukuran kinerja telah 

mempengaruhi penyesuaian 

Kebijakan dalam mencapai 

kinerja. 

. Pengukuran kinerja telah 

mempengaruhi penyesuaian 

Aktivitas dalam mencapai 

kinerja. 

. Pengukuran kinerja telah 

mempengaruhi penyesuaian 

Anggaran dalam mencapai 

kinerja. 

.Terdapat efisiensi atas 

penggunaan anggaran dalam 

mencapai kinerja. 

unit/ satuan kerja 

memahami dan peduli atas hasil 

pengukuran kinerja. 

10. Setiap pegawai memahami dan 

peduli atas hasil pengukuran 

kinerja. 
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3. Pelaporan

Kinerja

)1 . Dokumen laporan Kineda telah

Laporan yang } disusun.
menggambarkan Kinerja Dokumen Laporan Kinerja telah

disusun secara berkala.

Dokumen Laporan Kinerja telah
diformalkan.

Dokumen Inporan Kinerja telah

direviu .

15. Dokumen Laporan Kine4a telah

dipublikasikan

Dokumen Laporan Kinerja telah

disampaikan tepat waktu .

Dokumen Laporan Kinerja
disusun secara berkualitas

sesuai dengan standar.

Dokumen Lap. Kinerja telah

mengungkap sluruh informasi

tentang pencapaian kinerja.

Dokumen Laporan Kinerja tlah

menginfokan perbandingan

realisasi kinerja dengan target
tahunan.

Dokumen Lap. Kinerja telah

menginfokan perbandingan

realisasi kinerja dengan target

jangka menengah.

Dokumen Lap. Kinerja telah

menginfokan perbandingan

realisasi kinerja dengan realisasi

kinerja tahun-tahun

sebelumnya.

Dokumen Lap. Kinerja telah

menginfokan perbandingan

realisasi kinerja dengan realiasi

kinerja dilevel nasional/

internasional (Benchmark

Kinerja) .

. Dokumen Laporan

Kinerja telah memenuhi

Standar menggambarkan

Kualitas atas Pencapaian

Kinerja, informasi

keberhasilan/ kegagalan

kinerja serta upaya

perbaikan/

penyempurnaanrVa
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3. Pelaporan 

Kinerja 

1. Terdapat Dokumen 

Laporan yang 

menggambarkan Kinerja 

. Dokumen Laporan Kinerja telah 

disusun. 

. Dokumen Laporan Kinerja telah 

disusun secara berkala. 

. Dokumen Laporan Kinerja telah 

diformalkan. 

. Dokumen Laporan Kinerja telah 

direviu. 

. Dokumen Laporan Kinerja telah 

dipublikasikan. 

. Dokumen Laporan Kinerja telah 

disampaikan tepat waktu. 

2. Dokumen Laporan 

Kinerja telah memenuhi 

Standar menggambarkan 

Kualitas atas Pencapaian 

Kinerja, informasi 

keberhasilan/ kegagalan 

kinerja serta upaya 

perbaikan / 

penyempurnaannya 

.Dokumen Laporan Kinerja 

disusun secara berkualitas 

sesuai dengan standar. 

.Dokumen Lap. Kinerja telah 

mengungkap sluruh informasi 

tentang pencapaian kinerja. 

.Dokumen Laporan Kinerja tlah 

menginfokan perbandingan 

realisasi kinerja dengan target 

tahunan. 

.Dokumen Lap. Kinerja telah 

menginfokan perbandingan 

realisasi kinerja dengan target 

jangka menengah. 

.Dokumen Lap. Kinerja telah 

menginfokan perbandingan 

realisasi kinerja dengan realisasi 

kinerja tahun-tahun 

sebelumnya. 

.Dokumen Lap. Kinerja telah 

menginfokan perbandingan 

realisasi kinerja dengan realiasi 

kinerja dilevel nasional/ 

internasional (Benchmark 

Kinerja). 
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. Dokumen Lap. Kinerja telah

menginfokan kualitas atas

capaian kinerja beserta upaya

nyata dan/atau hambatannya.

. Dokumen Lap. Kinerja telah

menginfokan efisiensi atas

penggBnaan sumber daya dalam

mencapai kinerja.

. Dokumen Lap. Kinerja telah

menginfokan upaya perbaikan

dan penyempurnaan kinerja ke

depan (Rekomendasi perbaikan

kinerja) .

Pelaporan Kinerja telah

memberikan dampak

yang besar dalam

penyesualan

strategi/kebijakan dalam

mencapai kinerja

berikutnya

Informasi dalam lap. Kinerja

slalu menjadi perhatian utama

pimpinan (Bertanggung jawab) .

Penyajian informasi dalam

laporan kinerja menjadi

kepeduhan seluruh pegawai.

;. Informasi dalam lap. kinerja

berkala telah digunakan dalam

penyesuaian aktivitas untuk
mencapai kinerja.

. Informasi dalam lap. kinerja

berkala telah digunakan dalam

perlyesualar1 perlWlrlaan

anggaran untuk mencapai

kinerja.

. Informasi dalam laporan kinerja

telah digunakan dalam evaluasi

pencapaian keberhasilan

kinerja.

. Informasi dalam lap. kinerja

telah digunakan dalam

perlyesualan perencarlaan

kinerja yang akan dihadapi

tnrikutnya.
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.Dokumen Lap. Kinerja telah 

menginfokan — kualitas atas 

capaian kinerja beserta upaya 

nyata dan/atau hambatannya. 

.Dokumen Lap. Kinerja telah 

menginfokan efisiensi atas 

penggunaan sumber daya dalam 

mencapai kinerja. 

.Dokumen Lap. Kinerja telah 

menginfokan upaya perbaikan 

dan penyempurnaan kinerja ke 

depan (Rekomendasi perbaikan 

kinerja). 

. Pelaporan Kinerja telah 

memberikan dampak 

yang besar dalam 

penyesuaian 

strategi/ kebijakan dalam 

mencapai 

berikutnya 

kinerja 

ra
e .Informasi dalam lap. Kinerja 

slalu menjadi perhatian utama 

pimpinan (Bertanggung jawab). 

. Penyajian informasi dalam 

laporan kinerja menjadi 

kepedulian seluruh pegawai. 

.Informasi dalam lap. kinerja 

berkala telah digunakan dalam 

penyesuaian aktivitas untuk 

mencapai kinerja. 

.Informasi dalam lap. kinerja 

berkala telah digunakan dalam 

penyesuaian penggunaan 

anggaran untuk mencapai 

kinerja. 

. Informasi dalam laporan kinerja 

telah digunakan dalam evaluasi 

pencapaian keberhasilan 

kinerja. 

.Informasi dalam lap. kinerja 

telah digunakan dalam 

penyesuaian perencanaan 

kinerja yang akan dihadapi 

berikutnya. 
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. Informasi dalam laporan kinerja

selalu mempengaruhi

perubahan budaya kinerja

organlsasl.

a <

Akuntabilitas Kinerja Internal telah I Evaluasi AKIP Internal.

Kinerja dilaksanakan b . Evaluasi AKIP Internal telah
Internal d ilaksanakan p ada seluruh unit

kerja/ perangkat daerah.
. Evaluasi AKIP Internal telah

dilaksankan secara brjenjang.

v I

Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.

dilaksanakan secara b. Evaluasi AKIP Internal telah

berkualitas dengan dilaksanakan oleh S DM yang

Sumber Daya yang I memadai.

memadd b. Evaluasi AKIP Interna1 telah

dilaksanakan dengan

pendalaman yang memadai.

. Evaluasi AKIP Internal telah

dilaksanakan pada seluruh unit

kerja/perangkat daerah.

. Evaluasi AKIP Internal telah

diiaksanakan menggunakan

Teknologi Informasi (Aplikasi)

e

telah meningkat karena evaluasi AKIP interna1 telah

evaluasi Akuntabilitas ditindaklanjub.

Kineda Internal sehingga P. Telah terjadi peningkatan

memberikan kesan yang I implementasi SAKIP dengan

nyata (dampak) dalam I melaksanakan tindak lanjut atas

efektiatas dan ensiensi { rekomendasi hasi1 evaluasi

Kinerja AKIP internal.

. Hasil Evaluasi AKIP Internal

telah dimanfaatkan untuk

perbaikan dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

teknis

PARAF
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. Informasi dalam laporan kinerja 

telah meningkat karena 

evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal sehingga 

memberikan kesan yang 

(dampak) 

efektifitas dan efisiensi 

Kinerja 

nyata dalam 

. Hasil 

selalu mempengaruhi 

perubahan budaya kinerja 

organisasi. 

. Evaluasi .Evaluasi Akuntabilitas |1. Terdapat pedoman teknis 

Akuntabilitas | Kinerja Internal telah| Evaluasi AKIP Internal. 

Kinerja dilaksanakan .Evaluasi AKIP Internal telah 

Internal dilaksanakan pada seluruh unit 

kerja/ perangkat daerah. 

.Evaluasi AKIP Internal telah 

dilaksankan secara brjenjang. 

.Evaluasi Akuntabilitas |l. Evaluasi AKIP Internal telah 

Kinerja Internal telah| dilaksanakan sesuai standar. 

dilaksanakan secara 2. Evaluasi AKIP Internal telah 

berkualitas dengan | dilaksanakan oleh SDM yang 

Sumber Daya yang | memadai. 

memadai .Evaluasi AKIP Internal telah 

dilaksanakan dengan 

pendalaman yang memadai. 

.Evaluasi AKIP Internal telah 

dilaksanakan pada seluruh unit 

kerja/perangkat daerah. 

.Evaluasi AKIP Internal telah 

dilaksanakan menggunakan 

Teknologi Informasi (Aplikasi). 

. Implementasi SAKIP |1. Seluruh rekomendasi atas hasil 

evaluasi AKIP internal telah 

ditindaklanjuti. 

. Telah terjadi peningkatan 

implementasi SAKIP dengan 

melaksanakan tindak lanjut atas 

rekomendasi hasil 

AKIP internal. 

evaluasi 

AKIP Internal 

dimanfaatkan 

Evaluasi 

telah untuk 

perbaikan dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja. 
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Hasi1 dari Evaluasi AKIP Internal

dalamdimanfaatkantelah

danefektifitasmendukung

efisiensi kinerja

Telah terjadi perbaikan dan

kinerja denganpeningkatan
memanfaatkan hasil evaluasi

AKIP internal

2. Evaluator AKIP

Pelaksmla evaluasi AKIP adalah tim evaluator pada Inspektorat

Daerah Kabupaten Pohuwato yang ditugaskan berdasarkan surat tugas
Sekertaris Daerah untuk melaksanakan evaluasi AKIP- Tim evaluator

AKIP setidaknya terdiri dari Penanggung Jawab , Supervisor (Pengawas) ,

Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan

evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan menyusun LHE;, serta

menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (evaluatan) .

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan

“ Professional Judgementg’ dari evaluator karena terkait dengan

penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja

evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta

penyimpulan data dan informasi.
Evaluatan AKIP

Evaluatan AKIP Pemerintah Daerah meliputi entitas Pemerintah

Kabupaten Pohuwato sebagai “Pusat” dengan Perangkat Daerah, yaitu

jajaran yang ada di bawahnya. Perangkat Daerah yang diuji petik

(sampling\ untuk dievaluasi disesuaikan dengan kebutuhan minimum

dalam pencapaian predikat AKIP, sebagai berikut:

Target predikat C dan D, tidak perlu penilaian sampling Perangkat

Daerah karena fokus perbaikan adalah pada level “Pusat”;

Target predikat CC perlu sampling unit kerja yang ada pada

“Klaster Utama” dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja;

Target predikat B selain perlu sampling unit kerja yang ada pada

“Klaster Utama” dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja, juga

perlu sampLing unit kerja yang ada pada “Klaster Pendukung” dengan

jumlah sampling minimal 3 unit kerja, dan rata-rata sampling unit

kerja pada “Klaster Utama” harus minimal “Baik” (Rata-rata B);

Target predikat BB selain perlu sampling unit kerja yang ada pada

3
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mendukung efektifitas 

efisiensi kinerja. 

AKIP internal. 

Evaluator AKIP 

Pelaksana evaluasi AKIP adalah tim evaluator pada Inspektorat 

Daerah Kabupaten Pohuwato yang ditugaskan berdasarkan surat tugas 

Sekertaris Daerah untuk melaksanakan evaluasi AKIP. Tim evaluator 

AKIP setidaknya terdiri dari Penanggung Jawab, Supervisor (Pengawas), 

Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan 

evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan menyusun LHE, serta 

menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (evaluatan). 

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan 

“Professional Judgements” dari evaluator karena terkait dengan 

penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja 

evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta 

penyimpulan data dan informasi. 

Evaluatan AKIP 

Evaluatan AKIP Pemerintah Daerah meliputi entitas Pemerintah 

Kabupaten Pohuwato sebagai “Pusat” dengan Perangkat Daerah, yaitu 

jajaran yang ada di bawahnya. Perangkat Daerah yang diuji petik 

(sampling) untuk dievaluasi disesuaikan dengan kebutuhan minimum 

dalam pencapaian predikat AKIP, sebagai berikut: 

- Target predikat C dan D, tidak perlu penilaian sampling Perangkat 

Daerah karena fokus perbaikan adalah pada level “Pusat”, 

- Target predikat CC perlu sampling unit kerja yang ada pada 

“Klaster Utama” dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja: 

- Target predikat B selain perlu sampling unit kerja yang ada pada 

“Klaster Utama” dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja, juga 

perlu sampling unit kerja yang ada pada “Klaster Pendukung” dengan 

jumlah sampling minimal 3 unit kerja, dan rata-rata sampling unit 

kerja pada “Klaster Utama” harus minimal “Baik” (Rata-rata B): 

- Target predikat BB selain perlu sampling unit kerja yang ada pada 
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4. Hasil dari Evaluasi AKIP Internal 

telah dimanfaatkan dalam 

5. Telah terjadi perbaikan dan 

peningkatan kinerja dengan 

memanfaatkan hasil evaluasi 



“Klaster Utama” dan “Klaster Pendukung” dengan jumlah sampling

masing-masing minimal 3 unit kerja, juga perlu sampling unit kerja

yang ada pada “Klaster Tambahan” dengan jumlah sampling minimal

3 unit kerja, dan nilai rata-rata sampling unit kerja pada “Klaster

Utama” harus minimal “Sangat Baik” (Rata-rata BB);

Target A selain perlu sampling unit kerja yang ada pada seluruh

klaster unit kerja, dengan jumlah sampling masing-masing minimal

3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada “Klaster Utama”

hartIS minimal “Memuaskan” (Rata-rata A) dan nilai rata-rata

sampling unit kerja pada “Klaster Pendukung” harus minimal “Sangat

Baik” (Rata-rata BB); dan

Target predikat AA selain perlu sampling unit kerja yang ada pada

seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah sampling masing- masing

minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada seluruh

klaster harus minimal “Memuaskan” (Rata-rata A) .

Berikut daftar klaster Perangkat Daerah dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang dievaluasi AKIP :

No. F Nama Perangkat Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian &

Pengembangan Daerah

Inspektorat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Sosial

Dinas Pertanian

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi &

UKM

Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

s

Dinas Pangan

Dinas Lingkungan Hidup

Klaster

1 Utama

Utama

Utama

Utama

Utama

Utama

Utarna

Utama

Utama

Utama

11 Utama/Pendukung

Utama/Pendukung

Pendukung

Pendukung

Pendukung

Pendukung
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“Klaster Utama” dan “Klaster Pendukung” dengan jumlah sampling 

masing-masing minimal 3 unit kerja, juga perlu sampling unit kerja 

yang ada pada “Klaster Tambahan” dengan jumlah sampling minimal 

3 unit kerja, dan nilai rata-rata sampling unit kerja pada “Klaster 

Utama” harus minimal “Sangat Baik” (Rata-rata BB): 

Target A selain perlu sampling unit kerja yang ada pada seluruh 

klaster unit kerja, dengan jumlah sampling masing-masing minimal 

3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada “Klaster Utama” 

harus minimal “Memuaskan” (Rata-rata A) dan nilai rata-rata 

sampling unit kerja pada “Klaster Pendukung” harus minimal “Sangat 

Baik” (Rata-rata BB), dan 

Target predikat AA selain perlu sampling unit kerja yang ada pada 

seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah sampling masing- masing 

minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada seluruh 

klaster harus minimal “Memuaskan” (Rata-rata A). 

Berikut daftar klaster Perangkat Daerah dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang dievaluasi AKIP : 

No. Nama Perangkat Daerah Klaster 

: Badan Perencanaan, Penelitian & nona 

Pengembangan Daerah 

2 | Inspektorat Daerah Utama 

3 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Utama 

4 | Dinas Kesehatan Utama 

5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Utama 

6 | Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Utama 

7 | Satuan Polisi Pamong Praja Utama 

8 | Dinas Sosial Utama 

9 | Dinas Pertanian Utama 

10 | Dinas Kelautan dan Perikanan Utama 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & 
11 Utama/Pendukung 

UKM 

12 | Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata Utama/Pendukung 

13 | Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Pendukung 

14 | Dinas P3AP2KB Pendukung 

15 | Dinas Pangan Pendukung 

16 | Dinas Lingkungan Hidup Pendukung 
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4.

Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Perhubungan

Dinas Penanaman Modal

Dinas Perpustakaan & Kearsipan

Dinas Komunikasi, Informasi & Statistik

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan

Badan Keuangan Daerah

RSUD Bumi Panua

Kantor Kecamatan Marisa

Kantor Kecamatan Buntulia

Kantor Kecamatan Paguat

Kantor Kecamatan Randangan

Kantor Kecamatan Popayato

Kantor Kecamatan Popayato Barat

Badan Kesbangpol

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kantor Kecamatan Duhiadaa

Kantor Kecamatan Taluditi

Kantor Kecamatan Dengilo

Kantor Kecamatan Wanggarasi

Kantor Kecamatan Patilanggio

Kantor Kecamatan Popayato Timur
Kantor Kecamatan Lemito

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pengisian LKE AKIP

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan

setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dart

kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban

AA/ A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai

dengan gradasi nilai sebagai berikut:

(Bobot nilai 100) Fika kualitas seluruh kriteria telah terpen

00%) dan terdapat upaya inovatif serta lay

.enjadi percontohan secara nasional

Pendukung

Pendukung

Pendukung

Pendukung

Pendukung/Tambahan
Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tarnbahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan

Tambahan
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17 | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Pendukung 

18 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pendukung 

19 | Dinas Perhubungan Pendukung 

20 | Dinas Penanaman Modal Pendukung 

21 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan Pendukung/Tambahan 

22 | Dinas Komunikasi, Informasi & Statistik Tambahan 

23 | Sekretariat Daerah Tambahan 

24 | Sekretariat DPRD Tambahan 

25 | Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan Tambahan 

26 | Badan Keuangan Daerah Tambahan 

27 | RSUD Bumi Panua Tambahan 

28 | Kantor Kecamatan Marisa Tambahan 

29 | Kantor Kecamatan Buntulia Tambahan 

30 | Kantor Kecamatan Paguat Tambahan 

31 | Kantor Kecamatan Randangan Tambahan 

32 | Kantor Kecamatan Popayato Tambahan 

33 | Kantor Kecamatan Popayato Barat Tambahan 

34 | Badan Kesbangpol Tambahan 

35 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tambahan 

36 | Kantor Kecamatan Duhiadaa Tambahan 

37 | Kantor Kecamatan Taluditi Tambahan 

38 | Kantor Kecamatan Dengilo Tambahan 

39 | Kantor Kecamatan Wanggarasi Tambahan 

40 | Kantor Kecamatan Patilanggio Tambahan 

41 | Kantor Kecamatan Popayato Timur Tambahan 

42 | Kantor Kecamatan Lemito Tambahan 

4. Pengisian LKE AKIP 

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan 

setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari 

kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban 

AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai 

dengan gradasi nilai sebagai berikut: 

AA (Bobot nilai 100) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 

(10076) dan terdapat upaya inovatif serta layak 

menjadi percontohan secara nasional. 
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(Bobot nilai 90) Fika kualitas seluruh kdteria telah terpenuh

kl00%) dan t,rdapat b,b,rapa upaya yang bis.

lihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

Fika kualitas seluruh kriteria telah terpenuh-

( 100%) sesuai dengan mandat kebDakan.

Fika kualitas sebagian besar Kriteria telal

:erpenuhi (>75cyr 100%)

lika kualitas sebagian besar kriteria tela:

£rpenuhi (>509'&75%)

rika kualitas sebagian kecil kriteria teI,

erpenuhi (>25%50%)

lika kriteria penilaian akuntabilitas

telah mulai dipenuhi (>0%25%) .

Fika sama sekali tidak ada upaya dala:

lemenuhan kriteria penilaian akuntabilita:

t

b

C

C

b kinerj

b

tnerJ a

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai

dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa

keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan

relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan

terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap

komponen.

5. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen

memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat

sebagai berikut:

Predikat Interpretasi

[iiEMXIBIIl Ml tIE!1I

'elah terwujud Good Gouernance. Seluruh kinerj

kelola dengan sangat memuaskan di seluruh uniEerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis

,daptif, dan ensien (Reform). Pengukuran kinerj

elah dilakukan sampai ke level individu

PARAF
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A (Bobot nilai 90) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 

(10076) dan terdapat beberapa upaya yang bisa 

dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. 

BB (Bobot nilai 80) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 

(100760) sesuai dengan mandat kebijakan. 

B (Bobot nilai 70) Jika kualitas sebagian besar Kriteria telah! 

terpenuhi (»75”6-100Y0) 

CC (Bobot nilai 60) Jika kualitas sebagian besar kriteria telah 

terpenuhi (»50Y6-75Y4). 

C (Bobot nilai 50) Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah 

terpenuhi (-25Y90-50Y0). 

D (Bobot nilai 30) Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja 

telah mulai dipenuhi (-0Y0-25Y9). 

E (Bobot nilai 0) Jika sama sekali tidak ada upaya dalam 

pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas 

kinerja 

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai 

dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa 

keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan 

relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan 

terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap 

komponen. 

Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE 

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen 

memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat 

sebagai berikut: 

AA (Nilai »90-100) Sangat Memuaskan 

Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja 

dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit 

kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, 

adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja 

telah dilakukan sampai ke level individu. 
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(Nilai >8(b90) iMemuaskan

erdapat gambaran bahwa instansi

lemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan

lalam mewujudkan pemerintahan berorientas:

hasH, karena pengukuran kinerja telah dilakuk;

jsampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

;angat Baik

’erdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pad.

b/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupu
lnit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sanga

laik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiens:

lenggunaan anggaran dalam mencapai kinerja,

lemiliki sistem manajemen kinerja yang andal da

lerbasis teknologi informasi, serta pengukuran

Inerja telah dilakukan sampai ke level eselon

/ 1coordinator.

!aik

'erdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pad.

1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.

'erlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pad,

hnit kerja, serta komitmen dalam manajemen

Inerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanaka

jsampai dengan level eselon 2/unit keda.
t

'erdapat gambaran bahwa AKIP cukup bail<. Namu

lemikian, masih perlu banyak perbaikan walaupu

idak mendasar khususnya akuntabilitas kineri

lada unit kerja.

mt
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapa

.iandalkan. Belum terimplementasi siste

lanajemen kinerja sehingga masih perlu banya:

lerbaikan mendasar di level pusat.

IB (Nilai >70–80)

I

C

a
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A (Nilai »80-00) Memuaskan 

Terdapat gambaran bahwa instansi 

pemerintah /unit kerja dapat memimpin perubahan 

dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi 

hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan 

sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. 

BB (Nilai »70-80) Sangat Baik 

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 

2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun 

unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat 

baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi 

penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, 

memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan 

berbasis teknologi informasi, serta pengukuran 

kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 

3/koordinator. 

B (Nilai »60-70) Baik 

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 

1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. 

Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada 

unit kerja, serta komitmen dalam manajemen 

kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan 

sampai dengan level eselon 2/unit kerja. 

CC (Nilai »50-60) Cukup (Memadai) 

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun 

demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun 

tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja 

pada unit kerja. 

C (Nilai »30—50) Kurang 

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat 

diandalkan. Belum  terimplementasi sistem 

manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak 

perbaikan mendasar di level pusat. 
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OPD BAG. HKM 

$ f1 



D (Nilai > 0 – 30) ;angat Kurang

stem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tid

dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapa

.erapan manajemen kinerja sehingga masih perl

'anyak perbaikan/perubahan sarlga

.endasar, khususnya dalam

mplementasi SAKIP

yang sifatnya

PARAF
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D (Nilai » 0— 30) Sangat Kurang 

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak 

dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat 

penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu 

banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat 

mendasar, khususnya dalam 

implementasi SAKIP. 
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BAB V

PELAPORAN DAN PENGKOMUNIKASiAN

HASIL EVALUASI AKIP

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi

(LKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE AKIP disusun berdasarkan

berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah

didokumentasikan dalam LKE . LKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap

relevan dan berarti untuk perumusan tem Iran permasalahan serta saran dan

rekomendasi perbaikan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisis

(pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai

pada simpulannya dalam LHE. Pada Perangkat Daerah yang sudah pernah

dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak

lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat

diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah
dilakukan.

LHE AKIP terdiri dad :

1. LHE AKIP Perangkat Daerah

LHE AKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh evaluator APIP

Inspektorat Daerah, ditandatangani oleh Inspektur Daerah dan disaIrrpaikan

kepada pimpinan perangkat daerah yang dievaluasi.

Format LHE AKIP Perangkat Daerah, selain bentuk surat (short-form\ ,

juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang

panjang tlong- form\ . Secara garis besar, penyusunan LHE AKIP Perangkat

Daerah dapat disampaikan seperti berikut:
I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi;

b. Latar Belakang Evaluasi;

c. Tujuan Evaluasi;

d. Ruang Lingkup Evaluasi;

e. Metodologi Evaluasi;

f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja;

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah; dan

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya Gika periode

sebelumnya dievaluasi) .

11. Gaulbaran Hasil E;valuasi

a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatmr kekurangan tentang

kondisi sebelum, sesudah serta dampak keberhasilan

BAB V 

PELAPORAN DAN PENGKOMUNIKASIAN 

HASIL EVALUASI AKIP 

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi 

(LKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE AKIP disusun berdasarkan 

berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah 

didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap 

relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran dan 

rekomendasi perbaikan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisis 

(pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai 

pada simpulannya dalam LHE. Pada Perangkat Daerah yang sudah pernah 

dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak 

lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat 

diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah 

dilakukan. 

LHE AKIP terdiri dari : 

1. LHE AKIP Perangkat Daerah 

LHE AKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh evaluator APIP 

Inspektorat Daerah, ditandatangani oleh Inspektur Daerah dan disampaikan 

kepada pimpinan perangkat daerah yang dievaluasi. 

Format LHE AKIP Perangkat Daerah, selain bentuk surat (short-form), 

juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang 

panjang (long- form). Secara garis besar, penyusunan LHE AKIP Perangkat 

Daerah dapat disampaikan seperti berikut: 

I. Pendahuluan 

a. Dasar Hukum Evaluasi: 

b. Latar Belakang Evaluasi: 

. Tujuan Evaluasi, 

aa
 

Oo 

. Ruang Lingkup Evaluasi: 

e. Metodologi Evaluasi: 

i. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/ Unit Kerja: 

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, dan 

h.Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode 

sebelumnya dievaluasi). 

1. Gambaran Hasil Evaluasi 

a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang 

kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada: 
PARAF 
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1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja;

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja;

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja;

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; dan

5) Evaluasi atas Capaian Kinerja.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan.

III. Penutup

a. Simpulan; dan

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

2. LHE AKIP Gabungan.

1,HE AKIP gabungan merupakan kompilasi atau ikhtisar dari seluruh

LHE AKIP Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB

Format LHE AKIP gabungan, selain bentuk surat (short-farm\ , juga

dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang

(long-form\ . Secara garis besar, penyusunan LHE AKIP gabungan dapat

disampaikan seperti berikut:
1. Pendahuluan

1. Dasar Hukum Evaluasi;

2 . Latar Belakang Evaluasi;

3 . Tujuan Evaluasi;

4. Ruang Lingkup Evaluasi;

5. Metodologi E;valuasi;

6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah Daerah; dan

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah Daerah.

11. HasH Evaluasi Gabungan

1. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang

kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja;

b. E;valuasi atas Pengukuran Kinerja;

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja;

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; dan

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja.

III. Penutup

1. Simpulan; dan

2. Saran terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.
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b. 

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, 

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja, 

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja, 

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dan 

5) Evaluasi atas Capaian Kinerja. 

Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan. 

TI. Penutup 

a. Simpulan, dan 

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik. 

2. LHE AKIP Gabungan. 

LHE AKIP gabungan merupakan kompilasi atau ikhtisar dari seluruh 

LHE AKIP Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah 

kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB. 

dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang 

(long-form). Secara garis besar, penyusunan LHE AKIP gabungan dapat 

Format LHE AKIP gabungan, selain bentuk surat (short-form), juga 

disampaikan seperti berikut: 

Pendahuluan l. 

1. 

1. 

2 

Dasar Hukum Evaluasi: 

Latar Belakang Evaluasi, 

3. Tujuan Evaluasi, 

4. Ruang Lingkup Evaluasi, 

5. Metodologi Evaluasi, 

6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah Daerah, dan 

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah Daerah. 

Hasil Evaluasi Gabungan 

1. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang 

kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada: 

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, 

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja, 

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja, 

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dan 

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja. 

TI. Penutup 

1. Simpulan, dan 

2. Saran terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik. 
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BAB VI

PENUTUP

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi

pemerintah/unit kerja. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP ini,

diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam

melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat

menggunakan inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus-

menerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan

dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu

meningkatnya kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya

akuntabilitas instansi pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya.

BUPATI POHUWATO,

PUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI

SEKDA

ASISTEN PEMKESRA

ASISTEN

KABAG HUKUM &
KEPALA eIMl TIEKABID

rgS

aPP£LAKSANA/KeRrA T\M
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PENUTUP 

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi 

pemerintah/unit kerja. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP ini, 

diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam 

melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat 

menggunakan inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus- 

menerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien. 

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan 

dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu 

meningkatnya kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya 

akuntabilitas instansi pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya. 

BUPATI POHUWATO, 

PUL A. MBUINGA 

PARAF KOORDINASI | 

SEKDA 
ASISTEN PEMKESRA & 
ASISTEN mere veeanvxe, 
KABAG HUKUM — 
KEPALA ./..4NS REKTUR 
KABID.#NRBAN T P 
KASI/KASUBAG/JF SAWEREAL Gp | 
PELAKSANA /KETUA NM | CH 
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LAMPIRAN ll

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR .. TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJ A INSTANSI

PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PROGRAM KERJA EVALUASI

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

INSPEKTORAT DAERAH

Jend. Sudirman, Blok Plan Perkantoran

Kec. Marisa

Email : itkab.pohubva tmail.com

(PKE)

No.Dok

OPD/ . .

No.Revisi

Tanggal

: OI/PKE.AKIP-

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

PERANGKAT DAERAH

A. UMUM

I ornor

HIM
/PKE/AKIP-OPD / . . . . / 20

3. Objek Pengawasan
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda

Pohuwato

Pengawasan Wajib APIP

Tahun

20s.d

a

e

e

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 202 1 tentang

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun 2022 ;

4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 202 1 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor ... Tahun 2024, tentang Pedoman

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Pohuwato; PARAF

OPD IBAG.HKM
q

LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR .. TAHUN 2024 

TENTANG PEDOMAN EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH DAERAH 

FORMAT PROGRAM KERJA EVALUASI 

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO 
No.Dok : O1/PKE.AKIP- 

INSPEKTORAT DAERAH 
3 OPD... 
Jl. Jend. Sudirman, Blok Plan Perkantoran, . 

No.Revisi :............ 
Kec. Marisa 

Tanggal : ii... 
Email : itkab.pohuwato@gmail.com 

PROGRAM KERJA EVALUASI (PKE) 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) 

PERANGKAT DAERAH 

TAHUN ... 

A. UMUM 

1. Nomor ../ PKE/AKIP-OPD/..../20... 

2. Tanggal 00000 DP annkank 

3. lobiek Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda 

Pohuwato 

4. Sifat Pengawasan Pengawasan Wajib APIP 

5. Periode Pengawasan Tahun ...... 

7. (Rencana Pelaksanaan |... Sid nanacakanaaaaa. 20.. 

B. DASAR PELAKSANAAN 

L. 

2, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang 

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Tahun 2022) 

Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Bupati Pohuwato Nomor ... Tahun 2024, tentang Pedoman 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Pohuwato, PARAF 

OPD — 

$ 1 



6. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PWF) Inspektorat Daerah ICab.

Pohuwato Tahun 20... ;

7. Surat Perintah Tugas Sekertaris Daerah No. : ....1 ...../..../.../20....,
tertangga1 ... ............ 20...

C. SUBSTANTIF

1. Tujuan, dan Ruang Lingkup

a. Tujuan Evaluasi

1 ) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;

2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;

3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi

SAKIP;

5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi basil evaluasi periode

sebelumnya; dan

6) Untuk mengetahui sejauh mana SAKIP dilaksanakan dalam

mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran

dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah;

b. Ruang I,ingkup E;valuasi

Evaluasi AKIP internal dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal,

mencakup:

1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang

akan dicapai untuk mewujudkan basil yang

berkesinambungan;

2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan

yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi

dalam mencapai kinerja;

3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan

kualitas atas pencapaian kinerja, baik

keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/

penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam

penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja

berikutnya;

4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang

memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan

implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome

serta kinerja lainnya.
PARAF
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6. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kab. 

Pohuwato Tahun 20...: 

7. Surat Perintah Tugas Sekertaris Daerah No. : ..../...../..../.../20...., 

C. SUBSTANTIF 

1. Tujuan, dan Ruang Lingkup 

a. Tujuan Evaluasi 

1) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, 

2) Menilai tingkat implementasi SAKIP, 

3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja, 

4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi 

SAKIP, 

5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode 

sebelumnya, dan 

6) Untuk mengetahui sejauh mana SAKIP dilaksanakan dalam 

mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran 

dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah, 

b. Ruang Lingkup Evaluasi 

Evaluasi AKIP internal dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal, 

mencakup: 

1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang 

akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang 

berkesinambungan, 

2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan 

yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi 

dalam mencapai kinerja, 

3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan 

kualitas atas pencapaian kinerja, baik 

keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ 

penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam 

penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja 

berikutnya, 

4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang 

memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan 

implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja, dan 

5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome 

serta kinerja lainnya. 
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2. Tahapan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan:

a) Tahap perencanaan, meliputi kegiatan untuk pengumpulan

informasi umum obyek; penyusunan Program Evaluasi;

penetapan Tim Evaluator, penyusunan jadwal, Surat Tugas dan

koordinasi dengan Tim Penyusun LAKIP TA.2022

b) Tahap pelaksanaan, merupakan pelaksanaan Program Kerja

Evaluasi yang mencakup kegiatan verifikasi dan validasi

kelengkapan bukti dukung (dilakukan secara desk) , melalui

kegiatan penelusuran elemen data, permintaan keterangan,

analisis dan penyusunan Kertas Kerja.

c) Tahap pelaporan, hasil Evaluasi, mencakup kegiatan penyusunan

Laporan Hasil Evaluasi (1,HE) masing-masing Perangkat Daerah

yang dievaluasi.

3 . Batasan Evaluasi

Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan metode Evaluasi Sederhana

(desk evaluation\ hanya dengan menelaah dokumen ataupun informasi

lain yang tersedia atas implementasi SAKIP. Tanpa menguji kebenaran

atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau wawancara langsung

kepada evaluatan. Evaluasi ini meliputi penelaahan terhadap

pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen Laporan

Kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, atas

keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika

pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang

direncanakan, serta keberhasilan /kegagalan pencapaian kinerja.
4. Personil Tim Evaluasi

a. Penanggungjawab
b. Koordinator

c. Supervisor
d. Ketua Tim

e. Anggota Tim : 1.

2.

3.

4.

5 dst
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2. Tahapan Evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan: 

a) Tahap perencanaan, meliputi kegiatan untuk pengumpulan 

informasi umum obyek, penyusunan Program Evaluasi, 

penetapan Tim Evaluator, penyusunan jadwal, Surat Tugas dan 

koordinasi dengan Tim Penyusun LAKIP TA.2022 

b) Tahap pelaksanaan, merupakan pelaksanaan Program Kerja 

Evaluasi yang mencakup kegiatan verifikasi dan validasi 

kelengkapan bukti dukung (dilakukan secara desk), melalui 

kegiatan penelusuran elemen data, permintaan keterangan, 

analisis dan penyusunan Kertas Kerja. 

c) Tahap pelaporan, hasil Evaluasi, mencakup kegiatan penyusunan 

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) masing-masing Perangkat Daerah 

yang dievaluasi. 

3. Batasan Evaluasi 

Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan metode Evaluasi Sederhana 

(desk evaluation) hanya dengan menelaah dokumen ataupun informasi 

lain yang tersedia atas implementasi SAKIP. Tanpa menguji kebenaran 

atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau wawancara langsung 

kepada evaluatan. Evaluasi ini meliputi penelaahan terhadap 

pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen Laporan 

Kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, atas 

keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika 

pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang 

direncanakan, serta keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja. 

4. Personil Tim Evaluasi 

a. Penanggungjawab :............. 

b. Koordinator | snes0seawesassans 

c. Supervisor | mean Kemana 

d. Ketua Tim | MM N NB Ahn nmamanA na 

e. Anggota Tim D La sesi memanen 

Ds ek mmwasakanaasamssasa 

Na SR AAN MbAN AAN Binary 

Ah Kena MA Mat mmmustinita membmamemnn pir 

5. St... XX 
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Tempat dan Waktu

Evaluasi dilaksanakan di Inspektorat Daerah selama ... (...........) hari,

terhitung sejaktanggal .................. s.d. ..........................
6 . Pelaksanaan Evaluasi AKIP

Evaluasi dilaksanakan sesuai Program Kerja Evaluasi oleh masing-

rnasing evaluator sesuai pembagian Perangkat Daerah sebagaimana

terlampir, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data/Dokumen AKIP oleh masing-masing evaluator

yang dikoordinir oleh Koordinator Tim;

b. Penelaahan Data/Dokumen AKIP yang disusun dalam l£mbar Kerja

Evaluasi (1,KE) oleh masing-masing Evaluator, selanjutnya direviu

secara berjenjang oleh Ketua Tim dan Supervisor.

c. Penyusunan HasH Evaluasi serta menyampaikan kepada pihak yang

dievaluasi (evaluatan), oleh masing-masing evaluator, berupa Inporan

Hasil Evaluasi (LHE;).

7. Fokus, Indikator, Dan Langkah Kerja Evaluasi

(;una mencapai tujuan pengawasan, maka diperlukan Fokus, Indikator
dan Langkah Kerja sebagai pedoman operasional sebagaimana terlampir.

Marisa, ...........
Direviu Oleh

Supervisor

Menyetujui,
ICoordinator Tim

Disusun Oleh

Ketua Tim

NIP. ................. NIP NIP. ............

BUPATI POHUWATO ,

a.
KIPUL A MBUINGA

PARAF KOORDINASI
SEKDA

ASISTEN PEMKESRA

ASISTEN

KABAG HUKUM

t. 1:KEPALA

BKABID

KASI/KASUBAG/JF
PELAKSANA

5. Tempat dan Waktu 

Evaluasi dilaksanakan di Inspektorat Daerah selama ... (........... ) hari, 

terhitung sejak tanggal................... BAL. .comomowwaa avbanansikekns3sina 

. Pelaksanaan Evaluasi AKIP 

Evaluasi dilaksanakan sesuai Program Kerja Evaluasi oleh masing- 

masing evaluator sesuai pembagian Perangkat Daerah sebagaimana 

terlampir, dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data/Dokumen AKIP oleh masing-masing evaluator 

yang dikoordinir oleh Koordinator Tim, 

b. Penelaahan Data/Dokumen AKIP yang disusun dalam Lembar Kerja 

Evaluasi (LKE) oleh masing-masing Evaluator, selanjutnya direviu 

secara berjenjang oleh Ketua Tim dan Supervisor. 

c. Penyusunan Hasil Evaluasi serta menyampaikan kepada pihak yang 

dievaluasi (evaluatan), oleh masing-masing evaluator, berupa Laporan 

Hasil Evaluasi (LHE). 

. Fokus, Indikator, Dan Langkah Kerja Evaluasi 

Guna mencapai tujuan pengawasan, maka diperlukan Fokus, Indikator 

dan Langkah Kerja sebagai pedoman operasional sebagaimana terlampir. 

Marisa, ........... 20 

Menyetujui, Direviu Oleh : Disusun Oleh : 

Koordinator Tim Supervisor Ketua Tim 

NIP. sn nnnanananaaaan NIP. snnatananananaan NIP. santana 

BUPATI POHUWATO, 

Pem Lo 
AIPUL A. MBUINGA 

PARAF KOORDINASI | 

SEKDA Ie 

ASISTEN PEMKESRA 3 

ASISTEN. manis 

KABAG HUKUM 

Kepala ANE PEKTUR 
kasidD /ABBAN T 
KASI/KASUBAG/JF sererae (NY 
PELAKSANA LY—- 



LAMPIRAN Ill

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJ A INSTANSI

PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KERTAS KERJ A EVALU ASI (KKE)

DAN LEMBAR KERJ A EVALU ASI fLKE)

1. Form. LKE & KKE

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

INSPEKTORAT DAERAH

Jt. Jend. Sudirman, Btok Plan Marisa 96266, Email :

it+tab.pohuulato(@mail. com

LEMBAR KERJ A DAN KERTAS KERJA EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Inspektur
Pembantu

Tim

Perangkat Daerah

Tahun

Nama Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato

OPD ]BAG.HKM
(1 X

DARA :

LAMPIRAN III 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 12 TAHUN 2024 

TENTANG PEDOMAN EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH DAERAH 

FORMAT KERTAS KERJA EVALUASI (KKE) 

DAN LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) 

1. Form. LKE & KKE 

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO 

INSPEKTORAT DAERAH 

Jl. Jend. Sudirman, Blok Plan Marisa 96266, Email : 

itkab.pohuwatoagmail.com 

LEMBAR KERJA DAN KERTAS KERJA EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

Inspektur 

Pembantu 

Tim 

Perangkat Daerah 

Tahun 

Nama Instansi : | Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato 

PARAF 

OPD (BAG. HKM 
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3. Form. LKE-Utama hal.1

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATd
INSPEKTORAT DAERAH

JI, Jend. Sudirman, DIck Plan Perkantor8n Marisa 96266

Email itkab_pohuwat@gmail coal

LEMBAR KERJA EVALUASI
AKuvrABiLrrAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Badan/Dinas/Kantor ......

Komponen;Sub Komponen4(nDeria

1 !PERENCANAAN KINERJA

l 2

1 .ajDokumen Perencan8an kinerj=m
Kritell a

liTerdapatp8doman teknis perencanaan klneqa

2ITerd8pat dokumen penncanaan hine rb j8„gka pn}ang

3iTerd8patdokwnen peBncaMan HrH@ Pngka RHnen9ah

4 !Terdapat dokumen peencanaan Une@ bngk8 perKlek

5jTerdapat dokwrten pe©ncarnan akhvibs yang mendukung kineqa

6}Terd8p at dokumen peeRc8naan anggaMn nng merdukung khe@.

Dokumen Penn&anaan kinerja telahmemenuhi 3tandaryang baik

1 n b I =:::gu;J= : :1==npc::y: II::aId; ; i==1= =1 :nuJ; :i :::iea:TvaS gs :::::R!I:\g+ $ 3 ] 9 RooS # IDIN nl

F$erta m8mp8rha6kan kin8rja bidang laIn {crosscut6ng)

Kriteria

lIDokum8n Pe©ncanaan KtnerJa hUh diR>rmalkan.

2IDokum8n P8rencanaan Kiner}a blah dipubllk8si kan tepat waktu,

,!Dclbh8n aas }{inel$
[sebenamya yang pearl dicapai.

a mGitBM
! kimIja yang akan dic8pai .

6lukuran Kebaaa9ibn {hdikabrKin84a) nUb memenul$ kd88d8 SMART.

hdik8tor Kinerja UUma {iKU)t9tah mengg8mb8rkan kondisi Kinerja Utama yang
5 ! hartIS dlcapai. brtuang s8cara borkebr$Mn (sustaInable . bdak sering diganb

jd8bm 1 peri<>de Penmanaan SBategis)

e Mal
jmenartUng . dan reabsBS .

ang
8{berkesia&mbungan. ser13 sUns antar8 KarIdIgi Had 1 yang akan dIce:>ai dibiao

iP8rertcanaan kin8rj3 dapat membedkan inbrrnas1 hntang hubungan kineBa
9jstntogi. kobijakan, bahkan ak6vit83 antar biclang deng8n ugas dan hrngsi bin

rang borkaitan (C nsscutting),_

10 }Se bap unit saban keI+ me mmuskan dan menebpk an Per8ncanaan Klneda

lllSebap pegaw8i m8rumuskan dan menebpkan P8ranc8nean Kine4a

, Perencan8an Kin8rja tnlah dimanfaatk8n unalk m8wujudkan hasi1
yang berkesin8mbungan

Kriten a

1{Angg8nn NRg dnbpkan blah meng8cu pada KlrHrP png ingln dcapal,

2 1 AkO at88 yang dllaksanakan Blah mendukung Kiner)a yang ingin dic8pai

At yang di©bpkan dalam Perencalimm
'jabu 3ebdaknya masih on the right track

q 1 Rencana aksi kineqa dapat bey&n dinamis karen= b=m;iu-
'jdipantau $eaara berkab,

, !Terdapat Wrbaikan 'penyempuma8n Dokumen Per&ncanaan Klne4a yang
T:dibtapkan dad hasiI anabs13 perb8ikan kiner}a sebelumnya.

, TerdaF:it :eea iRan penyempumaan Dokurr\en Porencanaan Klne4a dalam

’!mewujudk8n kor\disi hasll yang loblh baik.

elSo bap unit'saUan keqa memahaml dan p8dul,. sera berxcmfFn9n dn
jmen apd klrnrja yang tel8h direnc8nakan.

7}Seti8p Pegawai memahami dan peduli. 8erta berkonlitmen clalam mencapa1
I ki ner}a yang tekrh dinncanakan.

!PENGUKURAN KINERJA2

2ajPengukuran Kh1848 Blah dibkukan

1 : Terdapat pdoman bknis pengukur8n kine(b dan p8ngumpu lan dab kine48

d ) cara mBngukw indlkabr
kinerja

e mmMBIii;i
Pengukuran Kinerja telah menjadl kebutuhan dalam mewujudkan

ZblKhe4a secara Efektif dan E6shn dan utah dBakukan secara { 9,00
berjenjang dan berkolanjunn

]Pimpirlan $eblubHbat 3ebagai penb;;l–bil-ke–MJ=llieXombl-;rB-abm

aka

guk c8p81an

2 ! : :H:F#k= 1m g d i k U nn P U R 8 n 111:1 h h re b V 8 n U n b k meng uk urc epa ian kIm #
3 !Data kln8qa png dikumpulkan blah mendukung capalan kineqa yang dlhampkan. I A,B,c,'D ,E

4 !Pengukuran kinerja blah dibkukan 9ecar8 beAab

-aseba pn
' I unit dib8w8hnp 3ecar3 be4eqwlg. ! wu t'' Y 'e

8 : Pengumpulan dab bReda Wh momanhahan TBknobgi hhrmaa fAFAk asi )

7iPengukuran e8paian IcineM tehII memanfa8 Ran Teknobgi hR>rm8si (Aplkag).

TAHUN

BIjliII
K ON TR OL

KERANGKABobo
(YfT) LOGIS

3==
30,OO F #DIV/O! [ #DIVD!

T)IT-;GR/a–T-iT)TaiT

ABC D E i Belwn diig

A B ,-C,D 'E : BeInn dii9i

AfB ’C,D/E I Be lum diisi

A.B ’c 'D 'E i Belum dii si

15.oo1 #DIVOI ! #DIVH!

A Brc,D'E } Belum chi si

A B ’C ’D,E

A.B 'C,D E

A.B C 'D E

30,OO F #DIV/DI

6.00 { #DiVa!

A 8 ,C. D ,E

A.B ’C/D.E I BeInn dlisi

YT

Y’T

Yr

X I T

YT

wr

Betum dllsi

8etum di13i

Beium dllsi

Belum diisi

Belwn diisi

Betum dil si '

#DIVn!

Belum dlisi

Betwn dlisi

Y/T

rr
#DIVfOI

#DR//01

#Drvcl

#DIV 01

#DIV 01

#DIV Dl

#DN 01

Belum ditsi

#DIV -OIM'C

IN/01 :

#ON'

N/.a

Belum diisi

9DIV 01

#DiV 01

#DV-O!

Bolum dil si

#DIVn!

#DIVn!

q1(T Belum diisi

Betum dii3iVT

Y/T Belwn diisi

#DIVM! #DIVa!

B8lum diisi

Belum diisi

Y'T } Belwn diisi

VT : Belt&m diisi

I No. 1ndeks KKE

F Disusun gjen/Tan88a1 /

/

/

I Direviu oleh/ran8Bal

Qatar Evidence

El 6

OK

OK

OK

OK

OK

RPJPD

RENSTRA

RENJA

PK

DPA

OK

OK

gCtV DI

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Perbup

SOPOK

OK SOP

OK

OK

PARAF

BAG HKM
A
V

3. Form. LKE-Utama hal.1 

INSPEKTORAT DAERAH 
Jl. Jend. Sudi Blok Plan Peri Marisa 96266, 

Email : itkab.pohuwato@gmsil.com 

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO No. Indeks KKE 

Disusun oleh/Tanggal sama 

Direviu oleh/Tanggal Ni 

Disetujui oleh/Tanggai PE 4 

LEMBAR KERJA EVALUASI 
AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH 

Badan/Dinas/Kantor ...... 

TAHUN 

OPD 
KONTROL 

Komponeni/Sub Komponen/Knteria Bobot. Jawaban KERANGKA Daftar Evidence 

Mn Locis 
ABON 

1 PERENCANAAN KINERJA 30,001 #DIV/O! #DIV/O! 

1.a|Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia 6,00 #DIV/O! #DIV/O! 

Kriteria 

1|Terdap d teknis p kinerja. Tt 

2iT pat dok p kinerja jangka panjang. YT Belum diisi OK RPJPD 

3j Terdapat dok p kinerja jangka menengah. YT Belum diisi OK RENSTRA 

4| Terdapat dok Pp kinerja jangka pendek. YT Belum diisi OK RENJA 

5| Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja YT Belum diisi OK PK 

S| Terdapat dok p an angg yang dukung kinerja. NT Belum diisi OK DPA 

Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standaryang baik, 
3 - 2 Ha 

api Yaitu nak p hang, gan. Iu Kinerja yang SMART, o Dooo| #Dvm #Dvo! 
peny ( ) p level secara logis, 

serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 

Kriteria: 

1Dok P Kinerja telah difc Kk YT Belum diisi 

2|Dok P Kinerja telah dip i tepat waktu. Belum diisi OK 

3 Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja soo! » 

b yang perlu di 
Kualitas Hasil (Tujuan'S )telah jelas ggambarkan kondisi : 

4 kinerja yang akan dicapai. FDA! 

6 |Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. #DIV/O! 0 

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang 

5|harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - idak sering diganti #DNO! 

dalam 1 periode Perencanaan Strategis). 

Target yang di' kan dalam P Kinerja dapat dicapai (achievable), 7 

7 menantang, dan realistis. #DIVAI 4 

SetapD P. Kinerja barkan h yang 

8 berkesinambungan. serta selaras antara Kondisi Hasil yang akan dicapai di A/BICID/E | Belum diisi 
safiao level jabatan (C dina) 

Perencanaan kinerja dapat berikan ini tentang hubungan kinerna, 

9 strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang'dengan tugas dan fungsi lain A'B/C/D/E | Belum diisi OK 

yang berkaitan (Crosscutting). 

10 Setiap unit'satuan kerja dan tapkan P Kinerja, A'BICID/E | Belum diisi OK 

11 Setiap pegawai dan kan P Kinerja. A/BIC!D/E | Belum diisi OK 

" Perencanaan Kinerja telah an untuk m j hasil 45,001 #0ivot #Divo! 

yang berkesinambungan 

Kriteria 

1jAngg yang ditetapkan telah pada Kinerja yang ingin dicapai. A'B!C/D/E | Belum diisi OK 

2| Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. A'/B/C/D/E | Belum diisi OK 

Target yang ditetapkan daiam P' Kinerja telah dicapai dengan baik. #01vvo! sDIV/ 
atau setidaknya masih on ihe right track 

Rencana aksi kinerja dapat berjalan di is karena capaian kinerja selalu soo 6 

dipantau secara berkala. 

T pat perbaikan 'penyemp Dok P Kinerja yang 

4 ditetapkan dani hasii analisis perbaikan kinerja sebek #DIVOI £ 

Terdap rbaikan penyemp Dok P. Kinerja dalam z - 

5 judkan kondisi hasil yang lebih baik. RDNV7O! Jaban 
Setiap unit satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam 1S 215i 
mencapai kinerja yang telah direncanakan. A'B/CIDIE | Belum diisi OK 

Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai Aa : 
7 kinerja yang telah direncanakan. A'BIC/D/E | Belum diisi OK 

2 PENGUKURAN KINERJA 3000| #Div/o! #DIVIO! 

2.a|Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6,00 | #DIVMOI #DIV/O! 

UT patped teknis p k kinerja dan pengumpulan data kinerja YT Belum diisi Perbup 

2 How Definisi Operasional yang jeias atas kinerja dan cara mengukur indikator vr Belum diisi sop 

g|Terdapa yang jelas terhadap data kinerja yang.dapat YT | Bewmdisi OK sop 

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan 

2.b Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara 9,00 | #DIVAO! #DIV/O! 

berjenjang dan berkelanjutan 
MI & 2G AN Ea 

Pimpinan selalu terbat gai peng p ( Maker) dalam ABicie | Belum diisi 

mengukur capaian 

2 sial kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang AgioosE | Belum diisi 

iharapkan. 

3|Data kinerja yang dikumpuikan telah duk apaian kinerja yang diharapkan. | A/B/C/D/E | Belum diisi OK 

4! Penguk kinerja telah dilakukan secara berkala. A'B!CIDIE | Belum diisi 

Setiap level organisasi melakukan p atas je capaian kinerja AG Tag 
5 unit dibawah ya secara b A'/B/C:D/E | Belum diisi OK 

8| Pengumpulan data kinerja telah ki T gi Inf | (Aplikasi). YA: Belum diisi 

7|Peng paian kinerja telah h Te gi i (Aplikasi). YT. Belum diisi 
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3. Form. LKE-Utama haI.2

Pengukuran Klner}a teiah dBadBcan das3r d8lam pembert3n Rward
leIden Purrlshrrent, serta penyestIalan strategl dal8m nencapd I IS,(X)

klnot}a yang efektKdar eftsien
A'{t adI 4Bse'r c-ar
' I (wntnriarVperBua wn) trI%rBan kirnaa/pe®tnsibn
t BlurB
IJabatan baik str\Rhral rrnq>tn fuUsiornl

2

e wwirB) CY9arisa

e bgl dabm merupal k1

5jperUa<tran kirerp telah rrnmperUaafi peqesteianKebWkan datam rrencapai

e Mbs chUm mermpal R

FPerUaqxan kirer)a telall memperBarai perryesLnlanArBgaran dalam mercaFn

e atas WrUgtrnan arBgaran dam rrerupai kreqa

Me ap trlVsattnn keqa rrerrnhanb dan Bda ata6 In3il perBtku8n kirerp

IOISeuap pegawal rremalurri dan pedtA 8tas basil perBUqran Hrerja

3 !PELAPORAN KINERJA

gLa ITetdapat Dokunnn Lawran BrIg nwlggan68rkan KlnerP

1 lookIInen Laporan Kirup Blah dist8tn

2ltx>ku7nn Lapor8n Klrer)a tebh cSstun seara bertcala

4)oktmen LaNran Kirerb tebh difotl:lakan

4IDokLrrnn Lnporan Kirer}a ebb direUu
o Url
6IDdqrnon LaFX)ran Kite@ tetah disampalkan tepatwaktu

EDokurren Laporan Kher}a tehh rrenuruhl Standar
OblKengganBarkan KuaIH3s atas Pencnpaan Klner}a, Inforrna8t
'-Ul kebetha8lbnAegagalan kher)a 8etta upaya

bperbalkan/lnnyenVurnaannya
c nUan stardar.

c msi terUrB
klrer}ldape

PID :,kurr len Lapora ri HIrer.:a HUb rPtR , goRan F.aria raI rC;art reatls3s' kl rerF£
!derBan target tatxrun

L Bldokan p'erb8rxllrBan realisasi kinerp
}de®an t2©etjarBka nererBah_

fiDokurnen LaF'l ja tetaFmn{okarl#9rL\3rxllrx) iB realisas! kM
a lderuan reaHsasi kirerp tatrr++atln sebe+umm.IT==;;;[;iiim3=riGafixBiT-a
'’lderBan reaHa8i ktreaa dile'at r%iomUaennslornl (Berctn\ark Kireqa)

DakLrnen Laporan Kirerja tetah menglrfokan kuailta3 atas capalan kinerp
beserta qnya nyata darVatau har7tntarWa_

c as perBgtrnanstmtnr
Q ldaya clabm nercap8i klrer}a

THI
: Prwnpurnan kinerP ke depart (RekomerxJasi HrtniF©n klrerP).

n _{Pelal>oran Kher}a Mah memberRan dampak yang besar dalam } Tm
'’'''jpenye8ualan 8trdwVkebMkan dalam nunc,wI klner}a bedkutny3 1 ' w

o Dnplrnn
'(BertarBguB Jawat>).

1

2jperVajian irforrrBsi dalam bp<xan kire@ mor+d keWdan soRaA pepwal

tforma3i datam bFI,ran krer}a hernia te}eh d;gLrnkandatam pen/esLaian
3jaKlvttas uW<rrnrcapai kirerp
c ran kireQa berkala !ebb cggun kan dab m DenNS LB n

!peBgunan a®garar\ wIth rrercapai krre4a.

tfermasi datam bporan kirBr}a tebh tltg’brnkan cSatarn evaitasl Fnrcapalar\
ikebortusibn kin8rR

c } Fforrnasi da lara b
vlkirerp Bru akandlhadapl bedkUr)a

S

O

i–i––l;iii,
org 3nsas

ajevahna Ann HuH#Uervaebh
1 ITelaapat pecbrrnn tekris Evalu8si AkutatiIMs Klner}a Herrnl

a da selubMg
keria/porarBkat daerat\

2

3 iEvatuasi AklrtaUUQS Kirerp tterrnl blah dIHksarnkan secara berPQarU.

V bn waara v e A

'b=ibelkuaRta8 de{\gaa Sun+>er Daya yang nnnuqjal I - ’y--

1 !Evahasi Akut3Utitas KirBr}a tterrnl tebh dlbksarnkan sesLBi starxlar

2 IE%hast Akut8UtRas Klre@ nerrnl tetah dibksarnkan oHl SDM yarD rremacJa

niEvaiuasi Akutathi IBS Kirn-ta kXerrnltebh ctilaksarnkan dengan p'erxialarnan
jyarB nnmadai.

Evaltnsi AkutaUlitas Kirerp bterrnt tebh dilaksarnkan pada 9eltnhtrst
kerp4nrarBkat daerah

4

v Wwnkan Tekrx)bgi
oIHbrmasl (Aplkasi}

'tltpbnnnta61 SAKIP tetah nnntngkat katena evalua81 AkuntatIIlaa8
4£lKlne4a Internal $ehlngga mellOerRan kuan yang nyata (dampek) 1 12SO I #DtVAH

ldalam eFekttfHas dan eftslen91 KIller}a
e errol telah
:dibrxl3kJarlaimc eRmIm

' !dan perirBkatarl akulabi6tas kin8@.
a iCi-ii-iCEIS Klnerp kterrnl BLah dmarfaatkar\ dahn

HI morxiaqrB efekUfitas dan ensierBI kiln}a_
I =r n;ITB ;;;;T=;a: im
3levaltasi akrrtabIMs kirer}a irternal.

1

z jatas rerRom8rxJasl tnSil e\atuasi akutabbt3s Klner}a lrterrnl.
ma Mikan

HASIL EVALU ASI AKUNTABILITAS KINERJA ( 100% )

15.00; #DIV

3,DO I #DMDt

Bekrndlislvfr
Belun cilslY/r

Yr( Betum dis I

wr Beltrn ciisi

Yfr Be kIn dist

Betun cSisiVI

&Be

Befun ciiisi

AmX;mE ! Belun cgisi OK

BetLrn c8isi OK

A/B#C/D OKBeRm dilsi

&kIn cBisI OK

#DIVHDf100

BB / B / CC / C /DEKAPRE

gDIV/Dl

#DIVJDI

LAKHP

Sebettrn31 Maret 2923

#DTVIO1.

Betun cgisi

A/BnCAYE I Betun cBisI

A/BICAVE I BeRm disi

A/BICAVE I BeRm dust

A/BCA)/E 1 Bettra dtisi

A/BfCD/E 1 Benn dis I

Ana:/D/E : BeRm disi

Am/CANE I Betan c£isi

A®C£XE ! BeRn disi

#DIVJD! #DrvIQI

BeRm arisi

Behr7r ciisi

Bekxn cbist

BeEIn diisl

Bettrn dilst

Belun diisi

Beltrn dilsi

#DalaI

#IDIVyOH

Betun diist

BelrxrI cEisi

8elrrTt diisi

AnIC/D/E

AfBCHDIE

A/BfCJDnE

A/EL4C©/E

AB/caD/E

BONaR

at>!FIVAE

AIDPC/D/E

NfBtCIDIE

8DNIO\#DIVIOI

A/BaCA)/E 1 BeRm diisi

A/BK;aYE : 8elun dlsi

AnN;EYE I BeRm dlisi

#DrvJOI

AB/CaDIE

AJBEfDfE

r)

PARAF

OPD ]BAG. HKM
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3. Form. LKE-Utama hal.2 

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward 

2c|dan P serta peny gi dalam 15,00 #DIV/O! #DIVI/O! 
(kinerja yang efektif dan efisien 

4 | Pengukuran Kinerja telah merjadi dasar dalam penyesuaian Yr Belum diisi 
(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. 

Pengukuran Kinerja telah merjadi dasar daiam penempatan penghapusan : 
ka Jabatan baik struktural maupun fungsional. Ya Rekan disi 

3| Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi NT Belum diisi 

4| Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesusian Strategi dalam mencapai kirf Belum diisi 

5| Pengukuran kinerja telah mempengaruni penyesuaian Kebijakan dalarn mencapai vnt Betum diisi #DIV/O 

6| Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai ki Belum diisi oo 

7 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesusian Anggaran dalam mencapai YT Belum diisi #DIVIO ! 

8 Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Bem diisi #DIvO 

9 Setiap unitsatuan kerja memahami dan pedut atas hasil pengukuran kinerja. YT Belum diisi #DIV/O 

10|Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. YT Belum diisi 2 Oo 

3 IPELAPORAN KINERJA 1500| #DVO #DIV/Ot 

&a|Terdapat D Lap yang g kan Kinerja 300 | somwor | #Drwor 

1 Dokumen Laporan Kinerja telah disusun han Belum disi LAKIP 

2| Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. vT Belum disi 

31 Dokumen Laporan Kinerja telah diformaikan Ban Betum disi 

4!Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. BAN Bekm disi 

5| Dokumen Laporan Kinerja telah dipubfikasikan. YT Betum disi Bukti Publikasi 

6| Dokumen Laporan Kinerja telah disarnpaikantepat waktu KAN Belum disi Sebelum M1 Maret 2023 

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar 
menggambarkan Kualitas atas Kinerja, 

3 keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya sa ehh Menlu 

1 | Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. AISKCID/E | Belum CR z0vo | 

Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang £ 
2 pencapaian kinerja. AKNCIDIE | Belum disi OK 

Dokumen Laporan Kinerja telah rnenginfokan perbandingan realisasi kinerja Hi 
3 dengan target ta a AIBISIDIE | Belum disi OK 

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja " 
Ki dengan target jangka menengah. AIBICIDE | Belum diisi CK 

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja T 
5 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. ABICIDE Bekam disi oK 

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja - 
8 dengan realiasi kinerja dilevel nasionalinternasional (Benchmark Kinerja). ATNGYE | Belum diisi ox 

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja ni 
7 beserta upaya nyata darvatau hembatannya. AVC/DIE | Belum disi OK 

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber ira 
8 daya dalam mencapai kinega. A/B/CIDIE | Belum disi OK 

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan ag 
2 penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). NONE Bekradisi ox 

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam 
3 peny dalan kinerja 7,50 #OV/O! #O1V/O! 

Informasi dalam laporan kinerja selalu merjadi perhatian utama pimpinan 9 : 
1 & nggung Jawab). AIBACIDIE | Belum disi Diva 

2| Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. AISIS ADE | Bekum disi #DIV/O 

Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesusian £ 
aktivitas mencapai kinera. AISKCIDSE | Belum disi Diw/o 

Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian 3 5 
4 aan anggaran untuk mencapai kinerja. AIBICIDIE | Belum diisi DIv/o 

'rforrnasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian . , 
5 keberhasilan kinerja. A'BICIDYE | Belum diisi DIV/O 

Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan Tk 
S kinerja yang akan dihadapi berikutnya MENARA Bekasi 

formasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahanbudaya kinerja | haw Selumdiisi 
organisasi. 

4 jEVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA MTERNAL 25A0 | FO va 

& Tas dk S00 | #0wAR PONYAN 

1 Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja htemal hui Belum diisi Permenpanrb/Perbup 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit Amor | B ti 
2 kerja/perangkat daerah si 

3jEvaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang. AIBISIDIE | Belum diisi OK 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara 
4b 5 Daya 7,50 #0VAM #DIV/O1 

1 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internai telah dilaksanakan sesuai standar. AIBKCID/E | Belum diisi OK 

2|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadaf AIBASIDIE | Belum disi OK 

3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal telah dilaksanakan dengan pendalaman Ace | Beumdiisi oK 
yang memadai. 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemai telah dilaksanakan pada seluruh unit 
Ak rakat daerah AIBICIDYE | Belum diisi OK 

fEvaluasi Akuntabilitas Kinerja Internai telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Yr 

Informasi (Aplikasi). 

Implementasi SAKIP telah HHitas 
4.c|Kinerja kesan yang nyata (dampak) j 12,50| #DIV/O! DVI 

dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja 

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internai telah 
ditindaklanjuti. 

Telah tejadi peningkatan implementasi SAKP dengan melaksanakan tindak lanjut an 
2/ atas rerkomendasi hasil evaluasi akurtabitas Kinerja internal. ASN Set disi Es 

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan Ka 
3/ gan peringkatan akuntabilitas kinerja. ANA Ben disi 5 

Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internai telah dimanfaatkan dalam z 
mendukung efektifitas dan efisiensi Kinerja. AAEE| Pelan diisi ox 

siteah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil AEODE | Bewmdisi oK 
evaluasi akuntablitas kinerja internal. 

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100) 100 

PREDIKAT 

#DV/! #DIV/O! 

AATA/BB/BI/CC/C/D 

PARAF 
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4. Form. LKE Hasil

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJ A

PERANGKAT DAERAH . . . . . . . . . . . . .

TAHUN

Nilai Akuntabilitas

Kinerja
Tahun n- 1 Tahun n

No Komponen /Sub Komponen/Kriteria Bobot

Pet@gn Kin@
Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai Akuntabil+ Iii Kinerj a

B:I!!!I
30,00

15 ,00

25,00

Predikat Predikat

Catatan

Rekomendasi

Marisa, .................. 20...

Direviu Oleh :

SUPERVISOR KETUA TIM

BUPATI POHUWATO,

dz

3PUL A. MBUINGAPARAF KOORDINASI

SEKDA

ASISTEN PEhnKESRA

ASISTEN TI

!iKABAG HUKUM

11 IIP BbaKEPALA
e

KABID

KASI/KASU8AG/iF &W ba

li-4.it,7 1PELAKSANA

4. Form. LKE Hasil 

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 

Nilai Akuntabilitas 

No Komponen/Sub Komponen /Kriteria Kinerja 

Tahun n-1 Tahun n 

1 | Perencanaan Kinerja 30,00 

2 | Pengukuran Kinerja 30,00 

3 | Pelaporan Kinerja 15,00 

4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Predikat Predikat 

IN Catatan 

No Rekomendasi 

dst. 

Direviu Oleh : 

SUPERVISOR KETUA TIM 

senasaseananeasesasesasrsra na 0n0ccoooo.ocoooo.oc#. 

BUPATI POHUWATO, 

P3 
PARAF KOORDINASI PUL A. MBUINGA 

SEKDA 
ASISTEN PEMKESRA K D 4 

ASISTEN srcovoevocvve. 
KABAG HUKUM Ke 
KEPALA YM. IN. SPE KTUR| — 
KABID W.NGPAN CL 
KASI/KASUBAG/JF SUNERASI 
PELAKSANA / KUA TIM PF 



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR .. TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJ A INSTANSI

PEMERINTAH DAERAH

BENTUK PEMBINAAN, KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN SUPERVISI HASIL

EVALUASI AKIP

A. BENTUK PEMBINAAN

Bentuk-bentuk pembinaan dalam SAKIP yang dapat dilakukan oleh Bagian

Organisasi adalah :

1. Sosialisasi, bimtek, FGD penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJiP) dad masing-masing Perangkat Daerah;

2. Fasilitasi reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) masing-masing Perangkat Daerah; dan

3. Pengkajian dan penelitian terkait bukti dukung kriteria evaluasi AKIP

dari masing-masing komponen AKIP.

BENTUK KOORDINASI

Bentuk-bentuk koordinasi dalam SAKIP yang dapat dilakukan oleh
BAPPPEDA adalah:

1. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan;

2. Memastikan indikator SAKIP masuk dalam dokumen perencanaan OPD;

dan

3. Melakukan evaluasi capaian indikator kinerja SAKIP.

BENTUK PEMANTAUAN, DAN SUPERVISI

Bentuk-bentuk pemantauan dan supervisin dalam SAKIP yang dapat

dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah:

1. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP;

2. Perangkat Daerah dan AKIP Pemerintah Daerah;

B.

C

PARAF

LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR .. TAHUN 2024 

TENTANG PEDOMAN EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH DAERAH 

BENTUK PEMBINAAN, KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN SUPERVISI HASIL 

EVALUASI AKIP 

A. BENTUK PEMBINAAN 

Bentuk-bentuk pembinaan dalam SAKIP yang dapat dilakukan oleh Bagian 

Organisasi adalah: 

1. Sosialisasi, bimtek, FGD penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKJiP) dari masing-masing Perangkat Daerah, 

2. Fasilitasi reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) masing-masing Perangkat Daerah, dan 

3. Pengkajian dan penelitian terkait bukti dukung kriteria evaluasi AKIP 

dari masing-masing komponen AKIP. 

B. BENTUK KOORDINASI 

Bentuk-bentuk koordinasi dalam SAKIP yang dapat dilakukan oleh 

BAPPPEDA adalah: 

1. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan, 

2. Memastikan indikator SAKIP masuk dalam dokumen perencanaan OPD, 

dan 

3. Melakukan evaluasi capaian indikator kinerja SAKIP. 

C. BENTUK PEMANTAUAN, DAN SUPERVISI 

Bentuk-bentuk pemantauan dan supervisin dalam SAKIP yang dapat 

dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah: 

1. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP, 

2. Perangkat Daerah dan AKIP Pemerintah Daerah, 
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3. Supewisi/pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut hasi1

evaluasi AKIP Pemda; dan

4. Pemantauan atas pelaporan hasil evaluasi AKIP.

BUPATI POHUWATO ,

PUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI

SEKDA

rlASISTEN PEMKESRA

ASISTEN b
KA8AG HUKUM W Z

mrDKEPALA 4KAB ID

KASI/KASU8AG/JF .£UV£.RF

Mml@@PELAKSANA

3. Supervisi/pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil 

evaluasi AKIP Pemda: dan 

4. Pemantauan atas pelaporan hasil evaluasi AKIP. 

BUPATI POHUWATO, 

PUL A. MBUINGA 

PARAF KOORDINASI 

SEKDA a 
ASISTEN PEMKESRA Cc 
ASISTEN seeeverereavonen N 
KABAG HUKUM KU 
KEPALA .AINSPS KTUR 
KABID ..&... IR DAN IT Ke 
KASI/KASUBAG/JF SUVER Pisip 14 
PELAKSANA / KEUA NM 

( 


